PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penanganan
Kecelakaan Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN
LALU LINTAS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kapolri .....



10.

11.

Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan
fungsi kepolisian.

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta
benda.

Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya
disebut TKP adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi
atau tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau
saksi dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan kecelakaan lalu
lintas tersebut dapat ditemukan.

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi
Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP
dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP,
mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan
barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kegiatan Mendatangi TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya
disebut Mendatangi TKP adalah tindakan oleh petugas Polri di bidang
lalu lintas untuk segera berada di lokasi Kecelakaan Lalu Lintas guna
melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan di TKP dengan
mempersiapkan kendaraan dan peralatan sesuai yang ditentukan.

Pemberian Pertolongan Pertama Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya
disebut Pemberian Pertolongan Pertama adalah tindakan yang dilakukan
oleh petugas Polri di bidang lalu lintas dan/atau petugas medis untuk
menyelamatkan jiwa korban dengan cara memberikan perawatan medis
dan/atau membawa segera korban Kecelakaan Lalu Lintas pada unit
pelayanan kesehatan terdekat.

Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
yang selanjutnya disebut Tindakan Pertama di TKP adalah serangkaian
tindakan yang dilaksanakan petugas Polri di bidang lalu lintas di TKP
untuk menjaga keutuhan TKP dengan cara menempatkan alat
pengamanan sesuai yang ditentukan dan melarang pihak yang tidak
berkepentingan memasuki area TKP.

Olah TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Olah TKP
adalah serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan
keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan
saksi/korban, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan
barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya
Kecelakaan Lalu Lintas.

Pengaturan Kelancaran Arus Lalu Lintas di TKP adalah tindakan
menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu
lintas di lokasi dan sekitar TKP serta menormalkan kembali arus lalu
lintas setelah selesai dilakukan olah TKP.

Pengamanan Barang Bukti adalah serangkaian tindakan untuk menjaga
keutuhan agar barang bukti tetap terjaminnya kuantitas dan/atau
kualitasnya.

12. Penyidikan
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13.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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23.

Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku
tindak pidana.

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau
menyimpan di bawah penguasaannya kendaraan dan/atau barang
muatan serta benda-benda 3ang terkait dengan terjadinya Kecelakaan
Lalu Lintas.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan Tersangka berdasarkan bukti permulaan
yang cukup untuk kepentingan penyidikan.

Penahanan adalah penempatan Tersangka yang menyebabkan terjadinya
Kecelakaan Lalu Lintas di tempat tertentu oleh penyidik, berdasarkan
bukti yang cukup.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai
kejadian yang dialami sendiri, atau yang didengar, dilihat dan/atau
diketahui guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau
peradilan berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas.

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang terkait dengan
Kecelakaan Lalu Lintas guna kepentingan penyidikan.

Laporan Kecelakaan Lalu Lintas adalah pemberitahuan yang
disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan
undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang peristiwa dan
lokasi, serta informasi terkait Kecelakaan Lalu Lintas.

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri
tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik
yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang
disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu)
alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang
telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan
penangkapan.

Bukti Yang Cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua)
alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang
telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan
penahanan.

Pemimpin Negara adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden Negara
Kesatuan Republik Indonesia, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden
dan/atau Perdana Menteri Negara Asing.

24. Pejabat



24. Pejabat Negara adalah Menteri, pemimpin lembaga nonkementerian,
anggota MPR/DPR RI/DPD RI, tamu negara setingkat Menteri atau
pemimpin parlemen negara asing, pejabat perwakilan negara asing.
Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kapolri.

25. Pejabat Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah

kabupaten/kota.
Pasal 2
Tujuan dari Peraturan ini:
a. sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam Penanganan Kecelakaan Lalu
Lintas dan tertib administrasi penyidikan; dan
b. terwujudnya Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas secara profesional.
Pasal 3

Prinsip-prinsip dari Peraturan ini;

a. transparan, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan
secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan
jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas;

b. akuntabel, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang pelaksanaan
dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

C. efektif dan efisien, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang
dilakukan secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan
korban. Pengamanan TKP, dan pengumpulan alat bukti; dan

d. terpadu, yaitu dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas saling
koordinasi antara unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait.

BAB Il
PENGGOLONGAN DAN PELAPORAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Penggolongan

Pasal 4

Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas;

a. kecelakaan ringan;
b. kecelakaan sedang; dan
C. kecelakaan berat.

Pasal 5

Kecelakaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Pasal ....



(2)

(2)

(3)

(1)

Pasal 6

Kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau
barang.

Luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak
memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau

b. selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
Pasal 7

Kecelakaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila
mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;

a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau
menimbulkan bahaya maut;

b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan
atau pekerjaan;

c. kehilangan salah satu panca indera;

d. menderita cacat berat atau lumpuh;

e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;

f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

g. luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.

Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas;

a. meninggal dunia di TKP;

b. meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau

C. meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan
selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu
Lintas.

Bagian Kedua
Laporan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 8

Laporan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas disampaikan kepada:

a.

petugas Polri di lokasi terdekat atau di kantor polisi secara
langsung; atau

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melalui nomor telepon,
nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik
untuk kemudian menginformasikan kepada petugas sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

(2 Laporan .....



)

©)

(1)

)

Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti
lapor.

Format laporan dan tanda bukti terjadinya kecelakaan Ilalu lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
ini.

Pasal 9

Setiap kesatuan Polri menyediakan dan menginformasikan nomor
telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik
di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu kepada mas”™"arakat.

Nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat
elektronik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib tersambung dan dapat dihubungi setiap
saat selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 10

Setiap petugas Polri di bidang lalu lintas dilengkapi dengan alat komunikasi
yang tersambung dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan dapat
dihubungi setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam.

(1)

)

©)

4)

BAB IlI

TATA CARA MENDATANGI
TEMPAT KEJADIAN PERKARA DENGAN SEGERA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 11

Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
petugas Sentra Pelayanan Kepolisian  Terpadu wajib  segera
menginformasikan laporan kepada petugas kepolisian terdekat dan/atau
Unit Kecelakaan Lalu Lintas.

Petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mendatangi TKP,
melakukan Tindakan Pertama di TKP, Pemberian Pertolongan Pertama,
dan khusus Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan Olah
TKP.

Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan
korban manusia, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib
menginformasikannya kepada petugas rumah sakit terdekat.

Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas }ang memuat barang
berbahaya dan/atau beracun dan/atau yang menimbulkan keadaan
yang membayakan, petugas wajib menginformasikannya dan meminta
bantuan kepada instansi terkait.

Pasal ....



Pasal 12

Petugas Polri yang mendatangi TKP, menggunakan kendaraan dan peralatan
yang diperlukan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

(2)

©)

(2)

©)

Bagian Kedua
Petugas

Pasal 13

Setiap petugas Polri yang diberi tugas menangani TKP mempunyali
kompetensi:

a. terampil melaksanakan TPTKP;

b menguasai teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD);
C. terampil mengamankan TKFP;

d terampil dalam pengolahan TKP;

e. terampil mengatur kelancaran arus lalu lintas.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan melalui
pemberian pelatihan secara berkala.

Untuk meningkatkan kompetensi petugas Polri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Polri mengadakan kerja sama dengan instansi
yang membidangi kesehatan.

Pasal 14

Petugas Polri yang melakukan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terdiri
atas:

a. penyidik; dan
b. penyidik pembantu.

Penyidik dan penyidik pembantu kecelakaan lalu lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan tertentu di bidang:

a. kepangkatan;

b tingkat pendidikan;

C. lulus pendidikan kejuruan; dan
d integritas moral.

Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai Penyidik Kecelakaan Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi;
b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (SI);

C. berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan kecelakaan lalu
lintas;

d. sehat jasmani dan rohani; dan

e. berintegritas moral yang tinggi.

(4) Persayaratan .....



©)

Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai penyidik pembantu
Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebagai berikut:

a. berpangkat paling rendah Brigadir dua polisi berpendidikan
kejuruan di bidang penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas;

b. sehat jasmani dan rohani; dan

C. berintegritas moral yang tinggi.

Pengangkatan penyidik dan penyidik pembantu Kecelakaan Lalu Lintas
yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Bagian Ketiga
Peralatan

Pasal 15

Untuk mendukung Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Polri
dilengkapi dengan:

a.

b.

peralatan kesatuan; dan
peralatan perseorangan.

Pasal 16

Peralatan kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
terdiri atas:

a. alat pengamanan TKP;

b. peralatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD);
C. peralatan pendukung; dan

d. alat komunikasi.

Alat pengamanan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. kendaraan unit kecelakaan lalu lintas;

b. lampu peringatan atau segitiga pengaman;

C. kerucut lalu lintas;

d. ramb_u lalu lintas berupa petunjuk arah, batas kecepatan, dan
prioritas;

e. senter kedip jika pengamanan dilakukan pada malam hari; dan

f. papan informasi adanya kejadian kecelakaan lalu lintas.

(3) Peralatan .....



3 Peralatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;

a.

kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), berisi;
pembalut cepat;

kasa steril;

pembalut biasa;

obat merah (yodium);

pembalut segi tiga;

plester;

kapas; dan

© N o gk WD

gunting;
kotak peralatan Kecelakaan Lalu Lintas, berisi;

1. senter kedip lantas dan baterai;

2. kapur tulis/cat berwarna;

3. tanda angka 1 sampai dengan 9;

4, senter LED dan Baterai;

5. pengukurjarak roli 50 (lima puluh) meter atau digital;

6. gergaji besi;

7. alat tulis penyidik Kecelakaan Lalu Lintas, yaitu spidol,
pensil, pulpen penggaris, kertas, dan papan klip untuk
membuat sketsa/gambar TKP;
paku beton;

. garis polisi;

10. gunting;

11.  pinset;

12.  tang kombinasi;

13. tang buaya;

14. pengukur tekanan ban;

15.  pisau pengiris (cutter)',

16. kaca pembesar;

17.  kampak serba guna;

18. kamera foto digital;

19.  baterai kamera foto;

20. sarung tangan kulit dan karet;
21. label barang bukti;

22. kantong plastik;

23.  rompi reflektor;

24.  kantong jenazah 2 (dua) buah;
25. tiang besi key point/titik tabrak; dan
26. kompas.

(4) Peralatan
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Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri atas:

a. pemecah kaca;

b alat pemotong sabuk pengaman;

C. alat pemotong kerangka kendaraan bermotor;
d alatpengungkit/dongkrak kendaraan bermotor;

alatpenarik kendaraan bermotor;
pemadam kebakaran;
oksigen; dan

> Q@ —+ o

papan keras.

Alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa
radio komunikasi yang terpasang di kendaraan bermotor Unit
Kecelakaan Lalu Lintas dan yang melekat pada petugas.

Pasal 17

Peralatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri

atas:

(1)

)

jas hujan;

rompi lalulintas;
sarung tangan;
peluit;

borgol;

tongkat polisi;

radio komunikasi;
senjata api; dan/atau
masker.

Bagian Keempat
Kendaraan

Pasal 18

Untuk mempercepat Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, pada setiap
unit Kecelakaan Lalu Lintas atau kantor kepolisian tersedia kendaraan
bermotor, yang terdiri atas:

a. mobil dan/atau sepeda motor yang dilengkapi dengan lampu
rotator warna biru dan sirine; dan

b. dapat didukung dengan mobil ambulans dan mobil derek.

Untuk menjamin kesiapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), petugas Polri melakukan pengecekan setiap hari terhadap:
a. kondisi kelaikan kendaraan bermotor; dan

b. fungsi lampu rotator dan sirene.

BAB IV
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BAB IV
TATA CARA MENOLONG KORBAN
Pasal 19

Q) Petugas Polri dan/atau bersama dengan petugas medis yang mendatangi
TKP wajib segera memberikan pertolongan pertama agar kondisi korban
tidak menjadi lebih buruk.

¥ Pemberian Pertolongan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan prosedur Pertolongan Pertama Gawat Darurat
(P2GD) meliputi;

a. korban patah tulang dijaga tetap pada posisi semula dan pada saat
akan dibawa ke rumah sakit, posisi korban diusahakan tetap
seperti saat ditemukan di TKP;

b. korban yang anggota badannya terhimpit kendaraan dan
mengalami pendarahan wajib diupayakan penghentian pendarahan
sebelum dilakukan pertolongan lebih lanjut;

C. korban sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit dengan
menggunakan kendaraan ambulans atau kendaraan petugas Polri;

d. dalam hal posisi korban mengganggu kelancaran arus lalu lintas,
korban dipindahkan ke tempat yang aman dengan memberikan
tanda terlebih dahulu pada letak korban semula; dan

e. dalam hal kedua jenis kendaraan tersebut tidak tersedia, dapat
digunakan kendaraan lain dengan terlebih dahulu mencatat
identitas kendaraan dan pengemudi serta rumah sakit tempat
korban akan dirawat.

Pasal 20

Dalam Pemberian Pertolongan terhadap korban, petugas Polri wajib:

a. mengetahui dan mencatat identitas korban dan identitas kendaraan yang
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;

b. memberikan informasi kepada keluarga korban dan PT. Jasa Raharja
(persero) tentang kondisi korban; dan

c. mengamankan dan mencatat barang berharga milik korban, untuk

kemudian diserahkan kepada korban atau keluarga korban.
BAB V

TATA CARA MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA
DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 21

Q) Petugas Polri yang pertama kali datang di tempat Kecelakaan Lalu Lintas
wajib melakukan pengamanan TKP.

) Pengamanan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a.menjaga ....
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a. menjaga agar TKP tetap tidak berubah atau utuh sebagaimana
pada saat dilihat dan diketemukan oleh petugas yang melakukan
tindakan pertama di TKP;

b. melindungi agar barang bukti, barang muatan, dan/atau barang
bawaan penumpang yang ada tidak hilang atau rusak; dan
C. mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan.
Pasal 22

Dalam melaksanakan pengamanan TKP, petugas menentukan tata letak
alat pengamanan TKP dengan prosedur sebagai berikut;

a. kendaraan unit kecelakaan lalu lintas wajib ditempatkan pada
posisi menyudut atau serong lebih kurang 30 (tiga puluh) derajat
searah TKP, dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kendaraan yang
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas atau korban;

b. posisi kendaraan petugas yang dilengkapi lampu rotator berw'arna
biru wajib dinyalakan selama proses pengamanan berlangsung;
dan

C. kerucut lalu lintas wajib ditempatkan sedemikian rupa di bagian

jalan arah datangnya arus lalu lintas untuk jalur jalan satu arah
atau di dua bagian jalan untuk jalur jalan dua arah dengan
menggunakan rumus jarak henti.

Gambar tata letak alat pengamanan TKP dan rumus jarak henti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran “B”
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

Petugas Polri dalam melaksanakan pengamanan TKP wajib;

a. melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP
yang telah diberi batas;

b. mengamankan Tersangka dan mencatat identitas Saksi; dan

C. membuat tanda di TKP.

Pembuatan tanda di TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

a. untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang terlibat
Kecelakaan Lalu Lintas, berupa ”garis siku” di atas permukaan
jalan pada batas setiap bumper depan dan belakang dari
kendaraan serta pada as ban diberi tanda

pejera t+J

b. untuk korban Kecelakaan Lalu Lintas, sepeda motor dan sepeda
berupa gambar sketsa di atas permukaan jalan;

C. untuk
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C. untuk alat bukti, berupa ceceran darah, pecahan kaca, alat-alat

kendaraan yang terlepas, lubang atau goresan di permukaan jalan,
dan sebagainya diberi tanda lingkaran di atas permukaan jalan
pada bagian luar alat bukti ditemukan;

d. untuk key point, diberi tanda (X dalam lingkaran); dan

e. untuk bekas rem, diberi tanda garis putus-putus, pada kedua

ujung bekas rem diberi tanda “ I |
Kendaraan, korban, dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2

huruf a, huruf b, dan huruf c setelah dilakukan penandaan, wajib segera
dipindahkan ke tempat yang aman untuk memperlancar arus lalu lintas.

BAB VI
TATA CARA OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Pasal 24

Penyidik dan/atau penyidik pembantu melaksanakan kegiatan olah TKP
dengan cara;

a.
b.

C.

(1)

)

melakukan pengamatan,
pengumpulan bukti-bukti; dan

melakukan dokumentasi.

Pasal 25

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari:

a. pengamatan umum mengenai situasi kecelakaan lalu lintas; dan
b. pengamatan khusus mengenai kondisi yang terlibat kecelakaan
lalu lintas.

Pengamatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
memperoleh data mengenai;

a. keadaan jalan berkaitan dengan sempit atau lebarnya jalan,
kondisi tanjakan atau turunan jalan, kondisi tikungan atau
simpangan jalan, atau berkait dengan lurus atau tidak lurus jalan;

b. keadaan lingkungan berkaitan dengan keadaan ramai atau sepinya
arus lalu lintas, atau keadaan bebas atau terhalangnya pandangan
pengemudi;

C. keadaan cuaca pada waktu terjadi Kecelakaan Lalu Lintas;

d. kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan

e. arah datangnya kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.

(3) Pengamatan
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Pengamatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk
memperoleh data mengenai identitas dan kondisi pelaku/korban,
kendaraan bermotor dan kondisijalan beserta sarana prasarananya.

Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas
penyidik atau penyidik pembantu.

Pasal 26

Pengumpulan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b

meliputi:
a. identitas, keterangan, dan kondisi saksi, pelaku/korban;
b identitas dan kondisi Kendaraan bermotor;
C. kondisi jalan beserta sarana prasarananya;
d kondisi lingkungan; dan
e. bekas-bekas kejadian yang ditemukan di TKP.
Pasal 27
(@) Identitas, keterangan dan kondisi saksi, pelaku/korban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi;
a. identitas yang dimiliki saksi, pelaku/korban meliputi KTP, SIM,
Paspor dan kartu identitas lainnya;
b. tingkat fisiologis dan psikologis pelaku/korban sebelum terjadinya
kecelakaan; dan
C. tingkat luka korban.
2 Identitas dan kondisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf b meliputi:

a. kerusakan pada kendaraan

b. kelengkapan surat kendaraan;

C. kondisi dan fungsi lampu kendaraan serta arah sorot lampu;
d. keadaan dan bunyi klakson;

e. keadaan alat penghapus kaca;

f. kedudukan persneling;

g. keadaan kemudi;

h. penyetelan kaca spion;

I. kondisi rem;

J. kondisi ban kendaraan;

k. kedudukan spidometer/ukuran kecepatan kendaraan;
l. kondisi suspensi; dan

m. muatan kendaraan.

(3) Kondisi ....
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Kondisi jalan beserta sarana prasarananya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf c meliputi:

a. kelaikan  fungsi jalan (hotmix/pasir dan batu/berlubang/
bergelombang);

b. kelengkapan rambu lalu lintas yang ada di sekitar TKP;

C. marka jalan; dan

d. alat pengaman jalan.

Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d
merupakan kondisi pada saat terjadi kecelakaan yang meliputi:

a. keadaan ramai atau sepinya arus lalu lintas;
b. keadaan bebas atau terhalangnyapandangan pengemudi; dan
C. keadaan cuaca.

Bekas-bekas kejadian yang ditemukan di TKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf e antara lain:

a. bekas rem atau jejak ban;

b bekas benturan;

c ceceran darafi;

d. pecahan kaca;

e alat-alat kendaraan yang terlepas; dan

f. lubang atau goresan di permukaan jalan.

Hasil pengumpulan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
penyidik atau penyidik pembantu.

Pasal 28

Pemeriksaan kondisi pelaku/korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1), dapat dilakukan dengan mengikutsertakan petugas medis.

Pemeriksaan identitas dan kondisi kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dapat mengikutsertakan
Laboratorium  Forensik  Kepolisian, tenaga ahli mekanik yang
bersertifikat.

Pemeriksaan kondisi jalan beserta sarana prasarananya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat mengikutsertakan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

Pasal 29
Pemeriksaan kondisi fisiologi pengemudi sebelum terjadinya Kecelakaan
Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b
dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian kandungan zat-zat adiktif
dalam darah dan air seni atau kandungan alkohol dalam pernapasan.

(2) Kandungan .....
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Kandungan zat-zat adiktif dalam darah dan air seni atau kandungan
alkohol dalam pernapasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berpengaruh pada terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib diukur
dengan alat tes tertentu dan hasilnya dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan ahli.

Pemeriksaan kondisi psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b ditujukan untuk mendapatkan kepastian jumlah jam
mengemudi dan pengaruhnya terhadap terjadinya Kecelakaan Lalu
Lintas.

Besaran jumlah jam mengemudi yang berpengaruh pada terjadinya
Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melebihi 8
(delapan) jam tanpa waktu istirahat paling singkat 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 30

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dalam
bentuk kegiatan;

a. penomoran terhadap bukti-bukti yang telah diberi tanda di TKP.
b. pemotretan di TKP yang meliputi;
1. situasi TKP secara keseluruhan dari 4 (empat) penjuru;
2. posisi kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dari 4

(empat) penjuru;
keadaan dan posisi korban sebelum dipindahkan dari TKP;

4, kerusakan kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;
dan

5. bekas-bekas yang tertinggal di TKP berupa bekas rem,
pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat atau dempul mobil,
bekas oli, suku cadang yang terlepas atau jatuh.

C. Pembuatan gambar atau sketsa TKP.

Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan memperhatikan faktor-faktor yang meliputi;

a. jarak pengambilan gambar;

b cuaca pada waktu pengambilan foto;

C cahaya atau penyinaran yang digunakan;

d. kamera yang digunakan;

e diafragma dan kecepatan yang digunakan; dan
f. arah pemotretan.

Hasil pemotretan dituangkan dalam Berita acara pemotretan dan
ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu }*ang melakukan
pemotretan.

Format Berita acara pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam lampiran ”C” yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal ....
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Pasal 31

Pembuatan gambar atau sketsa TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf c meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. menentukan arah mata angin (arah utara);
b. menentukan skala gambar atau sketsa; dan
C. melakukan pengukuran di TKP sebagai dasar untuk menentukan

jarak antartitik dengan metode garis alas dan/atau metode segitiga
dan/atau metode koordinat meliputi:

1 titik pokok pengukuran (titik P);

2. [ceilpoint (titik (*;

3. posisi kendaraan }mng terlibat (titik pengukuran dari bumper
depan dan belakang);

4, posisi korban;

5. posisi barang bukti;

6. panjang bekas rem; dan

7. lebar jalan;

d. menuangkan unsur-unsur di TKP pada gambar atau sketsa yang

meliputi:

1 lebar jalan, lebar got, dan lebar trotoar;

2. bentuk jalan berupa jalan lurus, tanjakan, turunan,
tikungan, dan persimpangan;

3. posisi korban;

4. posisi kendaraan;

5. posisi key point;

6. posisi titik pokok pengukuran;

7. posisi barang bukti; dan

8. menentukan bayangan arah datangnya dan tujuan setiap

kendaraan yang terlibat.

Pembuatan gambar atau sketsa TKP kecelakaan lalu lintas dituangkan
dalam kertas milimeter blok atau menggunakan software komputer
dengan memperhatikan ketepatan skala yang digunakan.

Format pembuatan gambar atau sketsa TKP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran ”D” yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
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BAB VII
TATA CARA MENGATUR KELANCARAN ARUS LALU LINTAS
Pasal 32
Petugas Polri yang menangani kecelakaan lalu lintas melakukan
pengaturan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus

lalu lintas di lokasi dan sekitar TKP.

Tindakan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh petugas Polri dengan cara:

a. menempatkan rambu peringatan petunjuk arah dan papan
informasi;

b. mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif yang tersedia;

C. mengutamakan arus lalu lintas dari arah jalur jalan yang lebih

padat dengan metode buka-tutup arus lalu lintas; dan/atau

d. mencegah terjadinya kerumunan orang dan/atau kepadatan
kendaraan di sekitar TKP yang dapat mengganggu arus lalu lintas,
proses evakuasi korban, dan proses Olah TKP.

Pasal 33

Petugas Polri menginformasikan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas kepada
pengguna jalan melalui:

a.
b.

C.

(1)

@)
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papan informasi, secara manual atau elektronik;
media penyiaran (radio dan televisi); dan/atau
pengeras suara.

Pasal 34

Petugas Polri membuka kembali arus lalu lintas di sekitar TKP, setelah
proses pengolahan TKP telah selesai.

Pembukaan kembali arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memindahkan kendaraan petugas dan alat-
alat pengamanan TKP ke tempat yang tidak mengganggu keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Petugas Polri dapat meninggalkan TKP setelah arus lalu lintas sudah
normal kembali.

Petugas Polri sebelum meninggalkan TKP menginformasikan kepada
pengguna jalan, kondisi arus lalu lintas sudah normal melalui cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB VIII
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BAB VIII
TATA CARA PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan
ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas
sebagai dasar dilakukan penyidikan.

Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat
cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana.

Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas,
apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak
pidana atau batal demi hukum.

Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan
penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Pasal 36

Penanganan Kecelakan Lalu Lintas ringan yang terdapat cukup bukti
atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses
pemeriksaan singkat.

Proses pemeriksaan singkat pada Kecelakaan Lalu Lintas ringan, apabila
terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat
diselesaikan di luar pengadilan.

Pasal 37
Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyerahkan kepada penyidik fungsi

Reserse, apabila menemukan adanya bukti petunjuk adanya tindak
pidana terkait dengan;

a. Kendaraan;
b. Barang muatan; dan/atau
C. Modus kecelakaan.

Pelimpahan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan sesuai dengan
Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pengumpulan Alat Bukti

Pasal 39

Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari:
a. saksi korban; dan/atau

b. saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui Kkejadian
Kecelakaan Lalu Lintas.

Alat bukti keterangan ahli diperoleh dari orang yang memiliki kompetensi
di bidang;

a. kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit mengenai kondisi
korban;
b. laboratorium forensik kepolisian mengenai identifikasi kendaraan
bermotor;
C. kelaikan fungsi kendaraan bermotor; dan/atau
d. kelaikan fungsijalan.
Pasal 40

Alat bukti surat terdiri atas surat kendaraan bermotor, pengemudi dan
surat keterangan ahli.

Surat keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;

a. hasil visum et repertum berkenaan dengan kondisi korban luka
dan/atau korban meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter
kehakiman aiau dokter rumah sakit;

b. pernyataan tertulis berkaitan dengan registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor dari laboran forensik;

C. pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan kendaraan bermotor
dari ahli bidang teknis kendaraan bermotor; dan/atau

d. pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan fungsi jalan dari
ahli bidang jalan.

Untuk mendapatkan visum et repertum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, petugas Polri:

a. mengajukan surat permohonan kepada dokter kehakiman atau
rumah sakit tempat korban dirawat untuk dilakukan visum luar
bagi korban luka dan/atau visum dalam bagi korban meninggal;
dan

b. memberikan penjelasan secara persuasif kepada keluarga korban
mengenai manfaat dan arti penting visum bagi kepentingan
penyidikan, apabila keluarga korban menolak dilakukan visum
dalam.

(4) Untuk
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Untuk mendapatkan pernyataan tertulis mengenai hal-hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf ¢, dan huruf d, petugas Polri
mengajukan permohonan kepada:

a. laboratorium forensik kepolisian;
b. instansi/ahli yang membidangi teknis kendaraan bermotor; dan
C. instansi t'ang membidangi jalan.

Format surat permohonan permintaan visum et repertum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran "E” yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
Melibatkan Warga Negara Asing

Pasal 41

Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan warga negara
asing dibedakan atas:

a.
b.

(1)

warga negara asing yang memiliki kekebalan diplomatik; dan
warga negara asing biasa.

Pasal 42

Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terhadap warga negara asing yang
memiliki kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf a dilaksanakan:

a. tindakan pertama di TKP:

1 petugas melaksanakan tindakan pertama di TKP sesuai
prosedur;

2. petugas Polri mencatat identitas korban, saksi, Tersangka, serta
kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan

3. segera diberitahukan ke kantor kedutaan atauperwakilan
negara asing yang bersangkutan.

b. tindakan lanjutan:

1 penyidik melakukan Olah TKP dan melakukan tindakan
pemeriksaan;

2. terhadap warga negara asing 3ang memilikikekebalan
diplomatik tanpa melakukan penahanan;

3. terhadap kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas
digunakan oleh warga negara asing memilikikekebalan
diplomatik:

a) tidak dilakukan penyitaan jika berstatus sebagai

kendaraan dinas diplomatik; dan/atau

b) dilakukan penyitaan, jika berstatus selain sebagali
kendaraan dinas diplomatik;

4. apabila....
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4, apabila hasil penyidikan menunjukkan cukup bukti unsur
tindak pidana, penyidik mengirimkan surat pemberitahuan
penjelasan hasil penyidikan kepada kedutaan vyang

bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri dan
pemberitahuan ke Badan Intelijen Keamanan Polri.

Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terhadap warga negara asing biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan:

a. tindakan pertama di TKP:

b. petugas Polri melaksanakan tindakan pertama di TKP sesuai
prosedur;

c. petugas Polri mencatat identitas korban, saksi, tersangka serta
kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan

d. segera diberitahukan ke kantor kedutaan atau perwakilan negara
asing yang bersangkutan;

a. tindakan lanjutandilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melibatkan Pemimpin Negara,
Pejabat Negara, Mantan Pemimpin Negara dan Pejabat Daerah

Pasal 43

Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Pemimpin
Negara dan mantan Pemimpin Negara dilakukan sebagai berikut:

a. petugas Polri melaksanakan Tindakan Pertama di TKP dengan
segera sesuai prosedur;

b. penyidik melakukan Olah TKP, penyidikan, dan pemeriksaan

terhadap pengemudi, Pemimpin Negara, dan/atau mantan
Pemimpin Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan

c. hasil Olah TKP serta penyidikan dilaporkan kepada Kapolri melalui
Kakorlantas Polri.

Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Pejabat
Negara dan/atau Pejabat Daerah dilakukan sebagai berikut:

a. petugas Polri melaksanakan Tindakan Pertama di TKP dengan
segera sesuai prosedur;

b. penyidik melakukan Olah TKP, penyidikan, dan pemeriksaan
terhadap pengemudi dan/atau Pejabat Negara dan/atau pejabat
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. hasil olah TKP serta pen~*ddikan dilaporkan kepada Kapolri.

Bagian



Bagian Kelima

Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melibatkan Anggota MPR, DPR, DPD

(1)

)

)

dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pasal 44

Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Anggota MPR, DPR, DPD
dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota dilaksanakan;

a. tindakan pertama di TKP:

1

2.

petugas melaksanakan tindakan pertama di TKP sesuai
prosedur;

petugas Polri mencatat identitas korban, saksi. Tersangka,
serta kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;

b. tindakan lanjutan:

1

penyidik melakukan Olah TKP dan melakukan tindakan
pemeriksaan;

Tindakan kepolisian terhadap Anggota MPR, DPR, DPD dan
DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terlibat dalam
kecelakaan lalu lintas penyidik wajib mengajukan permohonan
persetujuan tertulis kepada;

a) Presiden, yang ditandatangani oleh Kapolri melalui
Kabareskrim  Polri  untuk kecelakaan lalu lintas
melibatkan Anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI;

b) Menteri Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh Kapolri
melalui Kabareskrim Polri untuk kecelakaan lalu lintas
yang melibatkan Anggota DPRD Provinsi;

C) Gubernur, yang ditandatangani oleh Kapolda/
W akapolda untuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan
Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Permohonan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

hurufb a

ngka 2 dilampirkan:

a. laporan polisi;

surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;

b
C. surat perintah penyidikan;
d

laporan kemajuan perkembangan penyidikan;

e. notulasi gelar perkara di tingkat Polda yang dihadiri unsur

pen

gawasan internal Polda.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tidak

berlaku apabila;

a. tertangkap tangan;

b. pidana kejahatan dengan ancaman pidana mati atau seumur
hidup atau pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara;
dan

C. melaksanakan tindak pidana khusus.

(4) Dalam.....
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4 Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Presiden, Menteri
Dalam Negeri, Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pen}ddikan dapat
dilaksanakan.

Bagian Keenam
Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia

Pasal 45
Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan anggota Tentara Nasional
Indonesia, dilaksanakan;
a. tindakan pertama di TKP, meliputi:

1. petugas Polri melaksanakan Tindakan Pertama di TKP sesuai
prosedur; dan

2. petugas Polri segera menghubungi Polisi Militer Tentara Nasional
Indonesia kesatuan asal yang bersangkutan;

b. tindakan lanjut penyidikan dikoordinasikan dengan Polisi Militer Tentara
Naional Indonesia setempat sesuai dengan kesatuan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Kasus Tabrak Lari

Pasal 46

(@) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas kasus tabrak lari, dilaksanakan:
a. tindakan pertama di TKP dilaksanakan sesuai prosedur;

b. tindakan lanjut penyidikan:

1 secepat mungkin memberitahu kepada unit-unit di lapangan
untuk melakukan pengejaran, pencegatan dan penangkapan;

2. pencarian dan pengumpulan keterangan dari korban
dan/atau Saksi tentang pengemudi yang melarikan diri serta
nomor register, warna, jenis, dan merek kendaraan;

3. penelitian bukti-bukti yang didapat di TKP yang meliputi
bekas-bekas terjadinya kecelakaan dan/atau adanya
rekaman CCTV,;

4, pengidentifikasian jenis Kecelakaan Lalu Lintas, arah
kedatangan dan arah larinya kendaraan;

5. pemotretan TKP dan bukti-bukti yang tertinggal di TKP serta
korban/kendaraan yang terlibat;

6. penginformasian kepada Pusat Kendali Sistem Informasi dan
Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta unit-unit
operasional untuk diadakan pelacakan dan penangkapan;

7. pemeriksaan
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7. pemeriksaan di tempat-tempat yang diperkirakan digunakan
untuk mengubah identitas kendaraan dan/atau
menj*embunyikan kendaraan;

8. pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Kepolisian
Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, dan/atau
Kepolisian Resort tempat kendaraan yang terlibat Kecelakaan
Lalu Lintas terdaftar; dan

9. pengiriman  bukti-bukti yang ditemukan di TKP
ke laboratorium forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal pelaku tabrak lari sudah ditemukan, penyidik melakukan
proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Kedelapan
Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol

Pasal 47

Petugas Polri yang bertugas di Jalan Tol (PJR) wajib melaksanakan
Tindakan Pertama di TKP sesuai prosedur dan segera menginformasikan
kepada unit kecelakaan lalu lintas setempat.

Dalam hal terdapat korban luka atau meninggal dunia dan/atau
terdapat kendaraan yang menutup arus lalu lintas jalan tol, petugas
Polri (PJR) meminta bantuan teknis kepada pengelolajalan tol.

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang berdampak kemacetan maka
petugas Polri (PJR) melakukan koordinasi dengan Pengelola Jalan Tol
untuk melakukan penutupan pintu masuk dan pengalihan arus.

Tindakan lanjutan, yang meliputi;

a. Kegiatan olah TKP dan proses penyidikan selanjutnya
dilaksanakan oleh Unit kecelakaan lalu lintas setempat; dan

b. apabila hasil penyidikan menunjukkan cukup bukti adanya tindak
pidana, berkas perkara beserta Tersangka diserahkan kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum
/cara Pidana.

Bagian Kesembilan
Bantuan terhadap Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol

Pasal 48

Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol merupakan Kecelakaan Lalu Lintas
yang melibatkan warga negara asing atau diplomat asing. Pemimpin
Negara, Pejabat Negara, dan Mantan Pemimpin Negara, menyangkut
anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, korban meninggal
dunia paling sedikit 5 (lima) orang, menyebabkan kemacetan >ang
berkepanjangan sehingga arus lalu lintas terganggu dan/atau menjadi
perhatian publik/mas3‘arakat secara nasional.

(2) Penyidikan .....
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Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol dilakukan dengan bantuan
penanganan oleh satuan yang lebih tinggi serta dapat dilakukan
penelitian oleh Pembina fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyidikan kecelakaan lalu lintas menonjol pada kesempatan pertama
wajib dilaporkan kepada Kepala Korps Lalu Lintas Polri dalam bentuk
Laporan segera.

Bantuan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:

a. jika korban meninggal dunia paling sedikit 5 (lima) orang,
diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah;

b. jika korban meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) orang,
diberikan oleh Korps Lalu Lintas Polri; atau

C. jika Kecelakaan lalu lintas yang menjadi perhatian
publik/masyarakat secara nasional atau mengalami kesulitan
dalam penanganan termasuk penyidikannya, diberikan oleh
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Korps Lalu Lintas Polri,
Bareskrim Polri, dan unsur bantuan teknis lainn"m.

Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari melakukan penelitian
terhadap faktor-faktor penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianalisis dan
dievaluasi untuk;

a. dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan
pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas; dan

b. dipublikasikan oleh fungsi Humas dan/atau fungsi lalu lintas
Polri.

Bagian Kesepuluh
Administrasi Penyidikan

Pasal 49
Administrasi penyidikan yang memerlukan acara pemeriksaan biasa dan
singkat terdiri atas;
a. sampul berkas perkara;
b. kelengkapan isi berkas perkara;
C. buku register penyidikan; dan
d.

pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan.

Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. daftar isi berkas perkara;
b. resume’,

C. Laporan Polisi;

d. Surat Perintah Tugas:
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Surat Perintah Penyidikan;

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang:

Berita Acara Pemeriksaan di TKP;

surat panggilan saksi/ahli:

surat perintah membawa saksi;

berita acara membawa dan menghadapkan saksi;
berita acara penyumpahan saksi/ahli;
Berita Acara Pemeriksaan Saksi/ahli;
Surat panggilan tersangka,;

Surat perintah penangkapan;

Berita acara penangkapan;

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
Berita acara konfrontasi;

Berita acara rekonstruksi;

Surat permintaan bantuan penangkapan;
Berita acara penyerahan tersangka;
Surat perintah pelepasan tersangka;
Berita acara pelepasan tersangka,;

Surat perintah penahanan;

berita acara penahanan;

surat permintaan perpanjangan penahanan kepada

Penuntut Umum (JPU) dan hakim;
surat penetapan perpanjangan penahanan;

berita acara perpanjangan penahanan;

surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga

tersangka;

surat perintah pengeluaran tahanan;

berita acara pengeluaran tahanan;

surat perintah pembantaran penahanan;

berita acara pembantaran penahanan;

surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
surat perintah penahanan lanjutan;

berita acara penahanan lanjutan;

surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua

pengadilan;

1L surat

Jaksa
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surat perintah penggeledahan;

surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua
pengadilan;

berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup
lainnya;

surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Kketua
pengadilan;

surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
surat perintah penyitaan;
berita acara penyitaan;

surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung,
Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan
pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu;

surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang
bukti;

berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang
bukti;

surat perintah pengembalian barang bukti;
berita acara pengembalian barang bukti;

surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik
(Labfor);

surat hasil pemeriksaan Labfor;

surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
surat hasil pemeriksaan identifikasi;

surat pengiriman berkas perkara;

tanda terima berkas perkara;

surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
surat bantuan penyelidikan;

daftar saksi;

daftar tersangka;

daftar barang bukti;

surat permintaan blokir rekening bank;

berita acara blokir rekening bank;

surat permintaan pembukaan blokir rekening bank;

mmm .berita acara pembukaan blokir rekening bank;

nnn.

000.

Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar
Pencarian Orang (DPO);

surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk
Daftar Pencarian Orang (DPO);
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ppp. surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian
Barang (DPB);

ggg. surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar
Pencarian Barang (DPB);

rer, surat permintaan cegah dan tangkal (cekal);
sss. surat pencabutan cekal;

ttt.  surat penitipan barang bukti;

uuu. surat perintah penN-isihan barang bukti;
vw. berita acara penyisihan barang bukti;
VWLC surat perintah pelelangan barang bukti;
xxX. berita acara pelelangan barang bukti;

yyy. surat perintah pemusnahan barang bukti;
zzz. berita acara pemusnahan barang bukti;
aaaa. surat perintah penitipan barang bukti; dan
bbbb. berita acara penitipan barang bukti.

Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
bilamana diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara
dan/atau gambar.

Selain administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam
berkas perkara meliputi:

a surat perintah penyelidikan;

b. LHP;

C. kartutik kejahatan/pelanggaran;

d. kartu sidik jari; dan

e. foto Tersangka dalam 3 (tiga) posisi.

Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara,
meliputi:

a. surat perintah penghentian penyidikan;

b. surat ketetapan penghentian penyidikan;

C. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;

d. surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepadainstansi lain;
e. berita acara pelimpahan berkas perkarapenyidikan kepada

instansi lain; dan

f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Pasal
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Pasal 50

Dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas dilengkapi dengan Buku register
meliputi:

a.

S e -~ o a o o

(1)

)

©)

Laporan Polisi;

Kejahatan/Pelanggaran;

Surat Pemberitahuan Dimulainya/Penghentian Penyidikan;
Surat Panggilan;

Surat Perintah Penangkapan;

Surat Perintah Penggeledahan;

Surat Perintah Penyitaan;

Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas;
Tahanan;

Berkas Perkara;

Ekspedisi Berkas Perkara serta Penyerahan Tersangka dan Barang
Bukti;

Barang Bukti;

Pencarian Orang dan Kendaraan;

Permintaan Visum et Repertum;

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan; dan

Jurnal Kecelakaan Lalu Lintas.

BAB IX
TATA CARA PENANGANAN BARANG BUKTI

Bagian Kesatu
Penyitaan Barang Bukti

Pasal 51

Barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas yang dapat disita berupa
kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
dan Surat Izin Mengemudi, serta barang muatan dan benda-benda lain
yang berkaitan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau di luar TKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung dan
kemudian mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan
Negeri.

Penyitaan barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diproses melalui pembuatan berita acara
penyitaan, yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang bukti
atau keluarganyal/yang dikuasakan.

(4 Kepada....
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Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganyal/yang
dikuasakan diserahkan surat tanda bukti penyitaan dan turunan berita
acara penyitaan.

Tata cara penyitaan serta penandatanganem dan penyerahannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyimpanan, Penitipan, dan Pengembalian Barang Bukti

Pasal 52

Barang bukti yang telah disita disimpan di tempat khusus atau rumah
penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).

Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara
di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat
dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor
kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri dan dalam keadaan memaksa
di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu
disita.

Benda sitaan dibuat berita acara dan ditandatangani oleh penyidik dan
pemilik barang dan/atau pihak yang menguasai barang.

Penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyimpanan barang bukti dan
diberi label keterangan barang bukti.

Barang bukti yang disimpan secara fisik wajib tetap terpelihara sesuai
dengan kondisi pada saat dilakukan penyitaan.

Pasal 53

Benda sitaan berupa kendaraan bermotor dapat dititiprawatkan kepada
pemilik, apabila:

a.

(1)

berdasarkan penilaian dan keyakinan penyidik tempat penitipan
terhadap benda sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan
memerlukan perawatan dengan biaya tinggi dapat dititiprawatkan
kepada orang yang berhak atau darimana benda itu disita; dan

benda sitaan yang dititiprawatkan dilarang untuk dipindahtangankan
dan diubah dari kondisi pada saat dilakukan penyitaan.

Pasal 54

Dalam hal barang bukti sitaan berupa barang muatan yang mudah
rusak, berbahaya dan/atau zat beracun, penyidik dapat mengambil
tindakan;

a. mengambil foto atau gambar barang bukti;

b. mengambil sebagian barang sebagai sampel atau contoh barang
bukti dengan dibuatkan berita acara penyisihan; dan

c. mengembalikan ....
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C. mengembalikan barang kepada pemilik dan/atau pihak yang
berhak.

Pengembalian barang bukti kepada pemilik dan/atau pihak yang berhak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

a. barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara kecelakaan lalu
lintas;
b. barang tidak diperlukan lagi untuk keperluan penyidikan;

C. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah diterbitkan;
atau

d. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
telah diterbitkan.

Pengembalian barang bukti wajib dilengkapi dengan Surat Perintah
Pengembalian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengembalian
Benda Sitaan adalah pejabat serendah-rendahnya:

a. Direktur Lalu Lintas Polda; atau

b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres setelah mendapat
persetujuan Kapolres.

Pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

Bagian Ketiga
Penyitaan Surat Izin Mengemudi
dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Pasal 55

Penyitaan Surat Izin Mengemudi bagi pengemudi yang terlibat
kecelakaan lalu lintas, diinformasikan kepada Kesatuan setempat asal
penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang Kendaraan
Bermotornya terlibat Kecelakaan Lalu Lintas diinformasikan kepada
Kesatuan setempat asal penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor.

Bagian Keempat
Penanganan Barang Bukti Tanpa Diketahui Pemiliknya

Pasal 56
Dalam hal barang bukti sitaan berupa kendaraan tidak diketahui nama
dan/atau alamat pemilik, penyidik wajib melakukan pelacakan untuk

memperoleh atau menemukan nama dan alamat pemilik.

(2) Pelacakan .....
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Pelacakan nama dan/atau alamat pemilik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a.

mendatangi alamat yang teridentifikasi pada register kendaraan
}mng ada di kepolisian; atau

mengirim surat pemberitahuan ke alamat yang teridentifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB X
GELAR PERKARA

Pasal 57

Gelar perkara dilaksanakan dengan cara:

(2)

3)

gelar
gelar

Gelar

perkara biasa; dan
perkara khusus.

Pasal 58

perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a,

dilaksanakan pada tahap:

a.
b.
C.

Gelar

awal proses penyidikan;
pertengahan proses penyidikan; dan
akhir proses penyidikan.

perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a bertujuan untuk:

a.
b.
C.
d.
e.
f.

Gelar

menentukan status perkara pidana atau bukan;
merumuskan rencana penyidikan;

menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
menentukan target waktu; dan

penerapan teknik dan taktik Pen3ddikan.

perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

a.

b.

C.

evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;

mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya
percepatan penyelesaian penyidikan;

menentukan rencana penindakan lebih lanjut;

d. memastikan
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d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;

e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti
dengan pasal yang dipersangkakan;

f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target
yang ditetapkan; dan/atau

g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.

Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c bertujuan untuk:

a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;

b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;

C. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;

d. penyempurnaan berkas perkara;

e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada

penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
f. pemenuhan petunjuk JPU.

Pasal 59

Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b,
bertujuan untuk;

a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang
berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari
atasan penyidik selaku penyidik;

b. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah
didapatkan bukti baru;

C. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau

d. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan
yang berkekuatan hukum tetap.

Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan;

a. memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubemur;

b. menjadi perhatian publik secara luas;

c atas permintaan penyidik;

d. berdampak massal atau kontinjensi;

e. kriteria perkaranya sangat sulit;

f. permintaan pencekalan  dan pengajuan DPO ke NCB

Interpol/Divhubinter Polri.

Pasal
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Pasal 60

Tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi;

a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
C. kelanjutan hasil gelar perkara.

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik;
b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
C. pengiriman surat undangan gelar perkara.

Tahap pelaksanaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;

b. paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan
penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;

C. tanggapan para peserta gelar perkara;

d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan

e. kesimpulan gelar perkara.

Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada
a}mt (1) huruf c meliputi:

a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;

b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;

C. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;

d. tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan

perkembangannya kepada atasan penyidik; dan

e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas
penyidikan.

BAB XI
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Penyelesaian Pemberian Ganti Rugi Materiil

Pasal 61
Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar

pengadilan.

(2) Penyelesaian .....
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Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah
langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.

Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan
penyidik/penyidik pembantu.

Pasal 62

Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apahila
penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (2) tidak tercapai kesepakatan.

Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat,
dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/
penyidik pembantu.

Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas
perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan

Pasal 63

Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para
pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan
perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.

Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu
lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.

Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur
tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara
para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian
perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.

Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damali
diarsipkan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Sedang

Pasal 64

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak
pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.

Bagian



6) Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan
penjilidan dan penyegelan.

Bagian Keenam
Penyerahan berkas Perkara kecelakaan lalu lintas

Pasal 67

Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilakukan
melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut:

a. tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan

b. tahap kedua, penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti
setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Pasal 68

Q) Berkas Perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh
Perwira Pengawas Penyidik, wajib segera dilaporkan kepada pejabat yang
berwenang untuk menyerahkan Berkas Perkara kepada penuntut umum.

2 Pejabat yang berwenang menentukan dan menandatangani penyerahan
Berkas Perkara adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Perintah Penyidikan paling rendah oleh:

a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda; atau
b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres.

Pasal 69

@ Surat Penyerahan Berkas Perkara bersama Isi Perkara diserahkan oleh
Penyidik kepada penuntut umum dan wajib dicatat di dalam Buku
Ekspedisi.

2 Penyerahan Berkas Perkara kepada penuntut umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dalam Buku Ekspedisi dengan
keterangan yang jelas mengenai nama, jabatan, tanda tangan petugas,
dan cap kesatuan Polri yang menyerahkan dan petugas kejaksaan yang
menerima penyerahan.

Pasal 70

Q) Berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum dinyatakan
belum lengkap menurut penuntut umum, penyidik wajib segera
melengkapi kekurangan Berkas perkara sesuai dengan petunjuk
penuntut umum dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

) Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik wajib
segera melaksanakan penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua berikut
Tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

(3) Dalam.....
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Dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan
oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap dan Penyidik/Penyidik
Pembantu dapat menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (tahap 11).

Pasal 71

Surat Penyerahan, Berkas Perkara Tahap Kedua ditandatangani oleh
pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat penyerahan
berkas perkara tahap kedua dapat ditandatangani oleh Atasan Penyidik
setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang mengeluarkan Surat
Perintah Penyidikan.

Bagian Ketujuh
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Pasal 72

Penyerahan tersangka dan barang dibuatkan berita acara serah terima
tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik
Pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima.

Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor
JPU.

Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan
di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

Bagian Kedelapan
Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Paragraf 1
Dasar Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 73

Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu
lintas dengan alasan:

a. tidak cukup bukti; atau

b. demi hukum.

Penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan demi
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;

a. Tersangka meninggal dunia;
b. perkara telah melampaui masa kedaluarsa; atau
C. nebis in idem.

Paragraf



Paragraf 2
Administrasi Penghentian Penyidikan

Pasal 74

Administrasi dalam rangka melaksanakan penghentian penyidikan kecelakaan
lalu lintas meliputi:

a.

(1)
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penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh pejabat yang
mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan;

penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh pejabat yang
berwenang;

penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh pejabat
yang berwenang;

pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh
penyidik; dan

pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh penyidik
kepada pelapor, Jaksa Penuntut Umum dan Tersangka atau penasihat
hukumnya.

Pasal 75

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Ketetapan Penghentian
Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b serendah-
rendahnya:

a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda; atau

b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penghentian
Penyidikan Perkara pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah
Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a:

a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda setelah mendapatkan
persetujuan dari Kapolda; atau

b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres, setelah mendapatkan
persetujuan dari Kapolres.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara wajib dibuat oleh
penyidik dan selanjutnya diserahkan kepada Tersangka, keluarganya,
dan penuntut umum paling lambat 2 (dua) hari.

Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 huruf d dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah
diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Paragraf
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Paragraf 3
Prosedur Penghentian Penyidikan

Pasal 76
(@) Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan
tindakan penyidikan secara maksimal dan penyidikan tidak dapat

dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar
perkara.

(3 Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang
berwenang, yaitu serendah-rendahnya;

a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda; atau
b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres.
Paragraf 4

Prosedur Pencabutan penghentian Penyidikan
Pasal 77

Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra
peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik wajib melanjutkan
penyidikan kembali dengan menerbitkan surat Kketetapan pencabutan
penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Subjek

Pasal 78
Subjek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi:
a. Atasan penyidik;
b. tingkat Mabes Polri:
1 Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri; dan
2. pengemban fungsi pengawasan pada Korlantas Polri.
C. tingkat Polda, pengemban fungsi pengawasan pada Ditlantas; dan

d. tingkat Polres, KBO Satlantas.

Bagian
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Bagian Kedua
Objek

Pasal 79

Objek pengawasan dan pengendalian Penyidikan meliputi:

a.
b.
C.
d.

(l)
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penyidik;
kegiatan penyidikan;
administrasi penyidikan; dan
administrasi lain yang mendukung penyidikan.
Pasal 80
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a merupakan
pejabat Polri yang melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah

tugas.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyidik, meliputi;

a. sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyidikan;

b. perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang
bukti;

C. hubungan penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau

pihak lain }'ang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan

d. hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi
terkait lainnya.

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, meliputi:

a. teknis dan taktis penyidikan; dan
b. profesionalisme penyidikan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, meliputi:

kelengkapan administrasi penyidikan;
b. legalitas dan akuntabilitas administrasi penyidikan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi lain yang
mendukung penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d,
meliputi:

a. buku register perkara; dan

b. pengisian dan pencatatan tata naskah (takah) perkara.

Bagian
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Bagian Ketiga
Metode
Pasal 81

Metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan, meliputi;

a. penelitian laporan;

b pengawasan melekat;

c. petunjuk dan arahan; dan
d supervisi.

Pasal 82

Penelitian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi
kegiatan pemeriksaan terhadap:

a. Laporan Polisi;
b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP); dan
C. laporan kemajuan perkembangan hasil pen3ddikan.

Pasal 83

Penelitian laporan bertujuan untuk mengetahui:

a. proses penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan atau ditemukan
adanya kendala, hambatan, atau permasalahan;

b. ada tidaknya unsur pidana;

c. penerapan pasal sesuai dengan perkaranya;

d. perkembangan hasil penyidikan; dan

e. jumlah perkara yang teijadi dan persentase penyelesaiannya.
Pasal 84

Penelitian laporan dilakukan oleh:

a. pejabat struktural;

b. Atasan Penyidik; dan

C. pejabat pengemban fungsi pengawasan Penyidikan.
Pasal 85

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b,
dilaksanakan oleh atasan penyidik dengan cara pengawasan dan pengendalian;

a. langsung pelaksanaan penyidikan;

b. administrasi penyidikan;
pengolahan TKP;

d. tindakan upaya paksa;

e. pelaksanaan
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pelaksanaan rekonstruksi atau reka ulang;
penanganan tahanan dan barang bukti; dan

tindakan lain yang ada kaitannya dengan penyidikan.

Pasal 86

Petunjuk dan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c,
diberikan dengan cara:

a. melalui surat;
b. langsung melalui tatap muka, dan briefing] atau
C. melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.

Petunjuk dan arahan dapat dilakukan oleh atasan langsung penyidik,
pejabat struktural, dan pejabat pengemban fungsi pengawasan
penyidikan.

Pasal 87

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 hurufd, dilaksanakan:
a. secara rutin; dan

b. insidentil.

Supervisi secara rutin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Supervisi insidentil dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Supervisi dilaksanakan oleh pejabat struktural, pengemban fungsi

pengawasan Penyidikan serta pengemban fungsi pengawasan umum dan
daerah.

Pasal 88

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 bertujuan untuk:

a.

mengetahui proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan atau
ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan;

klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dengan fakta
yang ada atau ditemukan;

memecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapi
penyidik/penyidik pembantu dan memberikan alternatif solusi;

menjamin kualitas proses penyidikan; dan
sebagai konsultan dalam pemecahan masalah.

Bagian
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Bagian Keempat
Hasil Pengawasan

Pasal 89

Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin
atau kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu,
sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, wajib dilakukan
pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau
pejabat atasan pengawas penyidikan.

Pasal 90

Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88, telah menemukan petunjuk:

a. diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik
profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam
Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan
pendahuluan; dan

b. diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh
penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses
pendhdikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.

Pasal 91

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja Pen\ddik/Penyidik
Pembantu, catatan setiap kegiatan Penyidikan berikut berkas perkara wajib
disimpan dalam database Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik
(SPPKP). '

BAB XIlI
EVALUASI KINERJA PENYIDIK

Pasal 92

(@) Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyidik/penyidik pembantu,
dilakukan evaluasi kinerja dengan membuat rekapitulasi data tentang
kegiatan dan hasil penyidikan berupa;

a. jumlah perkara yang diterima, diproses dan diselesaikan; dan

b. rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh
penyidik/penyidik pembantu meliputi pemanggilan, pemeriksaan,
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengeluaran
tahanan dan penyerahan berkas perkara.

@ Evaluasi rekapitulasi data kegiatan dan hasil penindakan dilaksanakan
secara berkala dan berjenjang dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes
Polri sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali dan dirangkum
dalam laporan bulanan.

(3) Laporan bulanan dibuat secara berjenjang dari tingkat Polsek sampai
dengan Mabes Polri dengan jadwal pengiriman setiap bulannya sebagai
berikut:

a. laporan ...
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a. laporan dari Polsek paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan
sudah diterima di Polres (Kapolres dan Kasatlantas);

b. laporan dari Polres paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
sudah diterima di Polda (Kapolda dan Diriantas); dan

C. laporan dari Polda yang menangani penyidikan paling lambat
tanggal 15 (lima belas) setiap bulan sudah diterima di Korlantas
Polri (Kakorlantas Polri).

Laporan bulanan digunakan sebagai bahan untuk:

a. pemantauan perkembangan penyidikan;

b. evaluasi kinerja satuan kewilayahan; dan

C. pendataan di Pusat Informasi Kriminal Nasional.
Pasal 93

Analisis dan evaluasi (Anev) kemampuan penyelesaian perkara yang
ditangani secara periodik:

a. Anev kinerja penyidik/penyidik pembantu pada semester pertama
dan kedua pada tahun berjalan; dan

b. Anev kinerja pen”adik/penyidik pembantu selama 1 (satu) tahun.

Pengiriman Anev kinerja tiap semester dan tahunan dengan jadwal
sebagai berikut:

a. Anev semester pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli
sudah diterima di Polda, dari Polda yang membidangi penyidikan
paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima Kakorlantas Polri;
dan

b. Anev semester kedua dan akhir tahun dari Polres paling lambat
tanggal 10 Januari sudah diterima di Polda, dari Polda yang
membidangi penyidikan paling lambat tanggal 15 Januari pada
tahun berikutnya sudah diterima Kakorlantas Polri.

Pasal 94

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja penyidik, catatan
setiap kegiatan penyidikan berikut berkas perkara wajib disimpan dalam
database Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik (SPPKP).

(1)

BAB XIV
PENDATAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pendataan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 95

Petugas yang melakukan olah TKP wajib memasukkan data ke lembar
formulir data Kecelakaan Lalu Lintas.
(2 Formulir.....
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Formulir data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling rendah berisi identitas dan jumlah korban, kondisi
korban, identitas pelaku, identitas kendaraan, lokasi dan waktu
kejadian, penyebab terjadinya kecelakaan, kondisi jalan, situasi
lingkungan, jenis kecelakaan serta kronologis terjadinya Kecelakaan Lalu
Lintas.

Format Formulir data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam lampiran ”F” yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 96

Petugas Polri wajib mengumpulkan data kecelakaan dari pemangku
kepentingan yang berkaitan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam pengumpulan data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), petugas Polri wajib melakukan koordinasi dan
kerja sama dengan rumah sakit dan PT Jasa Raharja (persero).

Pasal 97

Data Kecelakaan Lalu Lintas yang telah dikumpulkan, diolah, dan
disajikan dalam format pelaporan dan analisis Kecelakaan Lalu Lintas.

Format pelaporan dan analisis Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk buku pelaporan atau program
elektronik sebagai bahan data pada Subsistem Informasi dan
Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang registrasi dan
identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum,
Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan
berlalu lintas.

Bagian Ketiga
Pendistribusian dan Publikasi Data Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 98

Data Kecelakaan Lalu Lintas yang sudah tersedia dalam format
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1)
didistribusikan kepada Satker di lingkungan Polri serta dapat
dimanfaatkan oleh instansi Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
lainnya.

Instansi Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis data Kecelakaan Lalu Lintas
yang hasilnya disampaikan kepada Polri sebagai dasar pengambilan
kebijakan.

Pasal
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Pasal 99

Q) Data Kecelakaan Lalu Lintas wajib disampaikan kepada Subsistem
Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang
registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,
Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
serta pendidikan berlalu lintas melalui jaringan online dan/atau secara
manual.

2 Subsistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,
Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mempublikasikan data Kecelakaan Lalu Lintas kepada masyarakat
sesuai kebutuhan melalui media cetak atau elektronik.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1528



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS



DAFTAR LAMPIRAN

FORMAT LAPORAN DAN TANDA BUKTI TERJADINYA KECELAKAAN
LALU LINTAS

GAMBAR TATA LETAK ALAT PENGAMANAN TKP DAN RUMUS JARAK
HENTI

FORMAT BERITA ACARA PEMOTRETAN

FORMAT PEMBUATAN GAMBAR ATAU SKETSA TKP

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM

FORMAT FORMULIR DATA KECELAKAAN LALU LINTAS



A FORMAT LAPORAN DAN TANDA BUKTI TERJADINYA KECELAKAAN

LALU LINTAS
TANDA BUKTI LAPOR
Nomor;TBL / ... [ .. [ .. ..
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor; LP/ /
ftanggal..
Dengan ini diterangkan bahwa,;
1.  Nama e
2. Tempat/Tanggal Lahir
3. Pekerjaan
4.  Alamat
5. No. Telp. /Faxs/Email ;
6. Telah melapor di ;e
7. Perkara ;-
8. Waktu kejadian s
9. Tempat kejadian e
10. Terlapor Fereeens
Telah melaporkan Tindak Pidana
Jakarta, ...
Tanda tangan pelapor, Perwira Siaga,
(.. Nama
Pangkat/NRP.

Laporan Polisi.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojovo 3, Kebayoran Baru. Jakarta 12110

LAPORAN-POLISI

Pada hari INT e tanggal

........... bulan tahun 2000
............................ PUKUL o, S@Y A -
-------------------------------------------- Pangkat

................................................................ NRP ... yang dipekerjakan

pada Kantor Polisi tersebut, telah menerima berita/pemberitahuan dari
............................................... tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya
kecelakaan/kejadian

2.  Nama tempat kecelakaan lantas

3. Pokok-pokok kejadian;
a. Tabrakan antara

b. Kendaraan ............. slip/lepas
kendali, dsb.

c. Jenis kendaraan yang terlibat
d. Korban
e. Dan sebagainya

4. ldentitas Pengemudi yang
tersangkut (nama, umur, jenis
kelamin, pekerjaan, SIM alamat,
dsb)

5.  Keadaan jasmani dan rohani
pengemudi/penumpang dsb.
setelah kecelakaan

6. Keadaan cuaca, jalan dsb.

7. Gambar



7. Gambar posisi kendaraan di

TKP

8. ldentifikasi kendaraan }mng
terlibat (STNK, STCK, STUK,
dsh).

9. Identitas Saksi (nama, umur,
jenis kelamin, pekerjaan,
alamat)

10. Akibat tabrakan;

a. Korban manusia (nama,
umur, jenis kelamin,
pekerjaan, alamat).

b. Mati, luka berat, dsb

11. Kerusakan benda/materiil dsb

12.  Kerugian dinilai dengan uang Rp.
kira-kira.

13. Keterangan singkat asal mula (kolom ini dapat diperpanjang
terjadinya kecelakaan lalu sesuai kebutuhan laporan).
lintas.

14. Kesimpulan sementara

15. Barang bukti yang disita

16. Orang yang ditangkap/ditahan

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat

sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani
(o I IO pada tanggal dan bulan serta tahun seperti tersebut di atas.
Mengetahui:
KASAT LANTAS......cccoeie Yang membuat laporan ;

B. GAMBAR



B. GAMBAR TATA LETAK ALAT PENGAMANAN TKP DAN RUMUS JARAK
HENTI

Gambar Tata Letak Alat Pengamanan TKP Untuk Jalur Jalan Dua Arah

o TS %
10
[ N f.u
Yj' 1:(;IISI-'
i« n
r-i#gL ' T
-m M
R m» 1#
AT
Suu—:
li g
Jfe
Keterangan . . "
g * Lampu peringatan warna biru atau segitiga
Papan Peringatan H S
et Ao K ecelakaan Lalu Lintas _pengaman harus ditempatkan paQa dua sisi jalur
N "Pelan-Pelan” jalan yang berlawanan dengan jarak antara 25
Mobil Polisi sampai dengan 50 meter dari kerucut lalu lintas
Kerucut Lalu Lintas nomor 7 dan nomor 10.
_ e Jarak antar kerucut lalu lintas paling dekat 4
Kendaraari dan Korban kecelakaan

meter.

» Papan peringatan ditempatkan pada dua sisi jalur
jalan di samping kerucut nomor 7 dan nomor 10
pada jarak antara 25 sampai dengan 50 meter
dari posisi kerucut nomor 1 dan nomor 8.

Lampu Peringatan

Gambar



Gambar Tata Letak Alat Pengamanan TKP Untuk Jalur Jalan Satu Arah

Keterangan
L Papan Peringatan
n "Hati-Hati Ada Kecelakaan Lalu Lintas'
1 ‘Pelan-Pelan”
1 £;”] Mol Polisi
Kerucut Lalu Lintas

M  Kendaraan dan Korban kecelakaan

S Lanpu Peringatan

XW
fi.
TH i
i*sf
m

Lampu peringatan warna biru atau segitiga
pengaman harus ditempatkan pada sisi lajur
jalan tempat terjadinya kecelakaan dengan
jarak antara 25 sampai dengan 50 meter dari
kerucut lalu lintas homor 7.

Jarak antar kerucut lalu lintas paling dekat 4
meter.

Papan peringatan ditempatkan disamping
kerucut nomor 7 pada jarak antara 25 sampai
dengan 50 meter dari posisi kerucut nomor 1

Metode



Metode Garis Alas dan Metode Segitiga

Metode garis alas adalah cara melakukan pengukuran untuk di jalan
lurus dengan langkah-langkah:

a.

menentukan titik pokok pengukuran (tiang listrik, pai Kilometer, tiang
telepon/bangunan-bangunan lainnya yang tidak dilakukan
pemindahan dalam waktu dekat);

menarik garis lurus melalui titik P dan sejajar dengan jalan dimana
terjadi kecelakaan tersebut;

menarik garis tegak lurus dari semua titik yang perlu diukur ke garis
alas;

mengukur terhadap garis-garis tegak lurus;

mengukur jarak antara titik P (garis alas) ke semua titik yang ada
di garis alas.

Metode segitiga adalah cara melakukan pengukuran untuk di jalan
tikungan atau persimpangan dengan langkah-langkah:

a.
b.

C.

menentukan 2 (dua) buah titik pokok pengukuran (titik A dan titik B);
menarik garis lurus dari A ke B;

menarik garis lurus dari semua titik yang harus diukur ke titik A dan
B.

CONTOH



CONTOH
GAMBAR/SKETSA TKP LAKA LANTAS

Keterangan ;

U Menunjukkan arah utara

L Lebarjalan

K Lebar babu jalan

P Titik patok pengukuran

A Bayangan kendaraan B sebelum terjadi kecelakaan

B Bayangan kendaraan B sebelum terjadi kecelakaan
Al Posisi terakhir kendaraan A setelah terjadi kecelakaan
Bl Posisi terakhir kendaraan B setelah terjadi kecelakaan
X Titik tabrak/Key point

S Bekas rem kendaraan B

Rumus
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Rumus Reaksi

S =Jarak Berhenti Kendaraan

V = batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan

t = Waktu reaksi dari pengemudi rata-rata 1 detik
a = Perlambatan rata-rata 5 m/detik

GRAFIK
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GRAFIK BEKAS REM

17

Keterangan ;

1.v S Rem =Jarak Rem

2. V S Reaksi =Jarak Reaksi

V = Kecepatan Kendaraan

t = Waktu Reaksi dari pengemudi (rata-rata 1 detik)
a = Perlambatan (rata-rata 8 m / detik)

oW

SIMBOL-SIMBOL



SIMBOL-SIMBOL
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Keterangan
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Keterangan simbol-simbol:

Sepeda motor (solo)
Sepeda motor
sijspan

Scooter

Scooter
belakang

dengan

©CE®NOIHRWN R

Sepeda

Becak

Mobil barang

Mobil barang
gandengan

Jeep

Stationcar

Trem Listrik
Pick-up

Type umum bagi
pengangkut orang.
di dalam
menyebutkan
orang, jadi :
2 — buat 2 orang ;
16. 4 — buat 4 orang ;
17. 5 buat
18. sebagainya
19.  Mobil bis
20 Tank dengan roda gigi

e
a0 E O

Tank dengan ban karet

Weapon carrier
Mobil power

Scooter dengan sijspan

Scooter dengan bak muka

13

dengan

bak

dengan

mobil
Angka
lingkaran
banyak

5 orang dan

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39

Sado (delman)

Andong (kereta)

Bendi

Manusia

Orang luka-luka

Pohon-pohon

a. Bekas jalan roda vyg
terombang-ambing.

b. Bekasjalan roda

c. Bekas roda tergelincir

d. Bekas jalan roda yg
terseret

Gerobak roda empat
Gerobak kuda roda empat
Kuda

Sapi

Mayat

Bekas-bekas darah

Kereta api
Gerobak sapi
empat
Gerobak sapi 2 dengan roda
dua

Gerobak sapi
dua

Sungai
Panah penunjuk utara

1 dengan roda

1 dengan roda

C. FORMAT
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C. FORMAT BERITA ACARA PEMOTRETAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojovo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

BERITA ACARA PEMOTRETAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA

-——-Pada hari ini....... tanggal...ccccoiiiennn, Bulan ................ Tahun 20.
S YA [ mmm s e e L e

——  Pangkat ..., NRP e Jabatan selaku
Penyidik / Penyidik Pembantu dari kantor tersebut diatas, Bersama-sama
dengan ; ----- e e e

Nama, pangkat, NRP
Nama, pangkat, NRP
Nama, pangkat, NRP

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan ;

Laporan Polisi Nomor: ... tanggal ............... telah mendatangi dan
memasuki tempat kejadian perkara di jalan
........................................................................... telah melakukan pemotretan

sehubungan dengan peristiwa kecelakaan ditempat kejadian perkara yang
meliputi objek-objek di:----------- L R EEEEEERE R

a Tempat Kejadian Perkara .----- e
b. Jejak/sidik jari yang berada di TKP dan sekitarnya.---------------
c. Barang-barang bukti yang ditemukan di TKP dan sekitatnya .-

Pemotretan tersebut dilakukan baik setelah atau sebelum dilakukan olah TKP,
yang pelaksanaannya maupun urut-urutanya sesuai dengan ketentuan teknis

1. Peralatan yang digunakan :------mmmmmmmmm e e
a. Kamera - Merk ASAHI PENTAZ type SMC PENTAX M dengan
ukuran lensa 1:1,4 mm menggunakan filter merk
Izumer 49 mm .----------
b. Film ; Berwarna merek Fuji isi 36 ASA 200.
c. Cahaya : Lampu Litx Merk KENLOCK type M25.-----------mmmmmmmme-

Pelaksanaan Pemotretan: Sebagaimana hasil dalam pemotretan
terlampir.

3. Pemrosesan
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3. Pemrosesan Pemotretan ; Hasil pemotretan dicuci dan dicetak di Studio
Foto bagian Identifikasi Polda Metro Jaya telah dicetak dengan ukuran
Postcard diatas kertas fuji masing-masing foto ditempelkan pada kertas
folio dengan dilengkapi keterangan objek data teknis kamera \“ang
digunakan bukaan lensa Film serta cahayanya yang digunakan.-----------

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas
kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani
di e pada tanggal ...

Penyidik/Penyidik Pembantu
yang melakukan pemotretan

D. FORMAT
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D. FORMAT PEMBUATAN GAMBAR ATAU SKETSA TKP

SKETSA funtuA mtngtuhvl Arah Jujuan aatu atau dtu) Kandaraan parUma yang larilbat kacalakaan)

URAIAN POLISI

GAWBARAN S1K> AT TKP MENCAKUP KAPAN TERjadi UKA. DIMANA ,NO REGISTER DAN jEN'S KENDARAAN PENGEMUDI, POSIS| KENDARAAN SEBELUM, SAAT DAN SETEIAH LAW
POSISI KORBAN. POSISI SAKSI, POSISI POHON. fi/>NGLINAN OAN INFRASTRUKTUR IANNYA YANG TERKAIT DFNGAN KECELAKAAfJ INI (MOHON DfSEBL/TKAN)

Diagram
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Diagrams Kelompok Kecelakaan (A7)

Ofrujlai oengan memilih kolom pertama yang menccmiinkan pengelompokan pergerakan kendaraan seL>eium kecelakaan terjadi (pilih yang sesuai). Kemudian
pilih salah satu diagram disebelah kanannya yang paling sesuai dengan kecelakaan yang torjadi. Gunakan nomor diagram dalam formulir pendataan. Hanya dua

kendaraan pertama yang terlibat dalam kecelakaan yang diperfimbangkan

Kecelakaan dengan Pejalan Kaki (A: Kendaraan. B: Pejalan Kaki)
Kecelakaan dengan Pejalan Kaki lanpa Zebra Crossing (A: Kendaraan,

o >

B

A A M "
01 02 03

T Di STTvpang, Korvd Disrrpang, Kend. D?ruas laian, Kerd

| lurus detgan Pejaiart lurus derrgan Pejalan lurus dengan Peialan
Kaki menyoborsng Kaki monyobcrang Kaki menyeberang
dah kRi Ke kartan Ca'i kanan ko kin dan kiri ke kanan

Kecelakaan dengan Pejalan Kaki dengan Zebra Crossing (f<: Kendaraan.

1 e
o p
B B
*
o Aem I
lirii 4 2 "
t Di simpang. Kend. Di simpang. Kend Dl ruas jalan. Kond.

lurus Cgn Psj Kaki
menycbrang dari kiri
d 173 Cross

lurus dgn Pej. Kaki
menyobrang dan
Karian di Zobra Cross

turus d ~ Pej. Kaki
rrwrvyobrang dan kiri
di Zebra Cross
Kecelakaan Tunggal

Kecelakaan Tunggal : Hanya satu kendaraan

21 22 23
0 Kendaraan keluar ke Kendaraan keluar ke  Kendaraan tidak
terkendali d<simpang

Kecelakaan Tunggal : Tabrakan dengan objek diarn

B B®

B N
31 32 33

Tacrakan dengan Tabrakan dengart Takrakart der>gar'
Kendaraan parkir di ~ KufKlaraan parkir di ~ KerOaiaan park*
kar>an saat manivor parkir

Kecelakaan Tabrakan antar Kendaraan

Tabrakan Tegek Lurua antara sesama kendaraan tanpa berbelok

| 41 42 43
Di simpang, Dismpang. tab'akan  Tabrakan dengar'
B Itabrakan dengan dengan Kendaraar. Ken.daraan
| Kendaraan yar>a yang datang dati sisi menyeberang dan
datang dart sbi kiri kanan sisi k'/ij&ian

Tabrakan an”r kendaraan BerlowanarTArah
B H* H

51 s2
Tab'SKan saat ‘afcrakan dopan -
menyalio dopan

®
' 53 aI

TabraKar' saat putar
bolik

B: Pejalan Kaki)

dan kanan ke kiri

B: Pejalan Kaki)

B

14

Di ruas joian. Kend
lurus dgn Pei  Kaki

menyobrang dan

1*
05
Di ruas jalan. Ker>d
lurus dengan Pejalan

Kaki berdri ragu-ragu
diengah jalan

15

D ruas jalarf. Kend.
lurus dengan Pejalan
Kaki bardin ragu-ragu

kanan di Zebra Cross di Zebra Cross

0.

24
Oonurr*ang ;atun
dan Kendaraan

34

Tabrakan dengan
Qlrotang yang
meryoborarig jaton

44
Tabrakan dengan
Kendaraan
monyaborar” daii
sisi kanan jalan

Tabrakan saat
Kendaraan A

melakukan godakan

{TMirdui

25
Sopoda 3Uu Scpoda
Molor latur™

35

Tabrakart acngar
Elenda di jalan atau
diatas jalan

B

r
55
Taorakan saat
ke kanan Jatan

1A 1A
06 07
Di ruas jalan, Kerd D ruas jalan, Kand.
dengan Pejalar* Kaki dongan Pojalan Kak‘
dt sejajar jabn kii di babu jalarr atau
atau kanan trotcet

A 'rA
16 17
Di simpang, Kend Di simpang, Kend
belok kiri dgn Petaian  belok kanan dgn Poj.
Kaki rrenyeberarg ci  Kaki menyeberang dl
Zebra Cross Zebra Cross

-t

26

Kendaraan sodang
melintas tertrnpa

Tong atau Pohon

TT
K

36 37

Totrakan derrgar Tabrakan dengan
Material atau Rambu  Kereta Api
pekerjaan ;alan

Tabrakan
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Tabrakan antar ondaraan Saara/7 tanpa pergerakan bert>eiok

; I J

t

h "w
r ilo e E (1
t a ! 62 64 6 67
Tabrakan saai Tabrakan saat Tavaken cepan s Taorakan saat Taordken saat Taborakan saat Tabraken sanprry
Q meYeipdankeren  menyelipcari ki boiakerg pinceh taju ke karun  pinckh (dur keld gotakan putv kelik

Tabrakan antar kendaraan Seara/r dengan salah satun” atau kecuar\ya sedang bertwiok

7
6 A B

il r

b | a
n 74

n 73
DWPiag tdbraken  Disinpong labratan  Disinpeng, térak Oisinpang tabraken Dsil
belakang KeMazen  antar dia Kerd yerg antar Kerd beldk n - celakeng Kedbreen - anter dla ked yarg - antar
0 O same-sama bek* kanen yarg
berjalan lus

K i Saersama bebk Kin- dertgen yang betjatan - depan yartg belok
depan yang be'k kiri e e

Tabrakan antar kendaraan swirwdnan A nh dengan salah satunya atau keduanya sedang berbelok

1 9 Bi V J7 Btl_
: A 1. nA
E[K]lg 82 83 84

e, térakan O sinpang, tabrakan - Dsinpang, “braken D sippng, tabraken
hJ Ked bdck keriendy Kend beloklarer,  Kerd berta®aren Kend, Dek* Kridgn
Ke-nohraen detang

danaran berlanaren  EeK ki same belok kaner  chri arah tertananan
Tabrakan Tegak Lurus antar kendaraan dengan salah satunya atau keduanya sedang berbelok

9

1 I A A

B
ﬁ): tebrakan QD:2 teorakan Y "y
mpang, tab sinpang, Dsinpang, tabrakan D sinpang, tebrakan
:ggbebkhno;. Kerd bebk kindon Kerd belok keren Kend benk karen

dn Kt dan Kend Kerd
wkem BN S

karen

*
1b

%b

Dsinparig. tabrakan
m"@%amm
keduenya sodarg
boroelok

( [
6] 76
tebrakan
bdck

KEPOLISIAN
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojovo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jalan

No. Telp.

Nomor

Klasifikasi

Lampiran

Perihal Permintaan Visum

Et Repertum Mayat. Kepada
Yth.
di

Bersama ini dikirimkan mayat dengan keterangan sebagai berikut :
Nama USSP PPUPRTUPRUPRUPROTY

JeNnis Kelaming . UMUT e
Warga NEQAra; .....ccccoverieiiieiiieee e Agama....cooiiiii
Alamat PRSP
Pekerjaan R
Jenazah tersebut ditemukan di .....cccoeeiennns pada tanggal........ pukul......
dengan penjelasan bahwa ;

a. Orang tersebut meninggal di .o pada tanggal ... puku

b. Kematian orang tersebut diduga kecelakaan lalu lintas.
- Ditabrak kendaraan.
- Jatuh dari kendaraan lebih dari satu.
- Korban tabrakan kendaraan.

Bersama ini disertakan barang bukti lain berupa; ...............

Mohon diadakan pemeriksaan luar dan didalam (seksi) atas jenazah
tersebut dan dibuatkan Visum et Repertumnya.

KEPALA

Yang menerima
Nama

Jabatan

Tanda tangan
Tanggal

pukul

Coret yang tidak perlu.

E. FORMAT
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E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM

fi'? 4

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunoioyo 3. Kebavoran Baru, Jakarta 12110

Jalan
No. Telp.
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal Permintaan Visum
Et Repertum Luka. Kepada

Yth.
di

1 Bersama ini dikirimkan seorang dengan keterangan sebagai berikut :

Nama

Jenis kelamin
Warga Negara
Pekerjaan
Alamat

2. Orang tersebut diduga telah mengalami luka-luka berat/ringan
o SRR OSPR pada tanggal.......ccceeeee.
PUKUL .o sehingga menderita

pada bagian tubuh

3. Perlu dijelaskan bahwa orang tersebut : ¥

a. Melapor kepada Polisi pada tanggal .......ccccoevvieivnnnnn. pukul......
b. Diketemukan Polisi pada tanggal ......cccooniininininnnenn. pukul....
c. Dilaporkan/datang pada Polisi dibawa oleh orang pada pukul.

4. Mohon diadakan pemeriksaan medis/pengobatan/perawatan atas orang
tersebut serta dibuatkan visum et repertum.

KEPALA
Yang menerima
Nama
Jabatan
Tanda tangan
Tanggal
Jam

"] Coretyang tidak perlu.
F. FORMAT
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F. FORMAT FORMULIR DATA KECELAKAAN LALU LINTAS

FORMAT FORMULIR PENDATAAN KECELAKAAN LALU LINTAS

KEPCXISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 41H
s sl
FORMULIR PENDATAAN KECELAKAAN LALULMTAS i PORH 1]

(UU LIAJ NO 22/2009 >

NO LAKALANTAS BI/ NO REGISTRASI.
DATA KECELAKAAN
Al. IDENTITAS KECELAKAAN/TABRAKAN (kode  nama wilayah PoMa-P«<r«a] *
PCKDA . POLRES
A2 TANGGAL KEJADIAN TQl OLN ™ JAnl
JUMLAH KORFIAN mD 1S LR lat’™» ui*
A4, KOORDINAT GPS' UNTANG . , ' BUWUWR
A5, TrriK ACUAN/REFERENSI
"1V-Afl&id.kH J JeWbAMAN OYWMAG 0 4., VA-2.k») JARAK KE LOKAS| KECELAKAAN ve'rmn
' RAM & KAMplIP i Shivil fiKai. «rtf. > ARAH DAR) TITiK ACUAN KE LOKASI KECELAKAAN
4 SEftcc* F OEC.-Vj » “ERIChOAI CARKTA @ eia*an * gam>
KET. ACUAN/ REFERENSI
AE. INFORMASI KHUSUS Di LAPANGAN ' lABIVE»>. 1 MUAAUASAS - a.'dirioki "/

AT. TIPE KECELAKAAN / PERGERAKAN KENDAP>AN (llhal DiaGrBin Kaloirpok Kecelakaan terlarnpii) ‘:

AS, KOMDIS» CAHAYA . i TESANC JE'>3 : REDUP I-AUAD'TILM-mrl.Aj TEMIKA i GELAP SULIT +HOAA AEfMMAT
A9, CUACA i &> i ’ 30VADUT « 'kUMWCCRM3 : [MAGII'EN-rvai n H>JA a» GmyL-Cuk;
Al0. KECELAKAAN MENONJOL. > VA ? rofif.
DATAJALAN
RV HOADR JALANI NAMA: f KM
R FUNGSI JALAN: R). KELAS JALAN R< TIPE JALAN RS BENTUK GEOVETRI RS KONOIS» PERMUKAAN JALAN R7. BATAS KEC.O(LOKASt
1 JAANTr* s u 72<1B w - Vo onowan 1 uAk QCALR MAAM
7 210 f wih 3P 1 liIVNGA) "o i ORLEANG N
} kmFKTJt 11 1J;R I 1 MRWIWTIAN ; - KR scktedu  R8. KEMIRINGAN
ook reri>! Ml 4 MTi « JMIVTK. ft ¢ RADKhAK BAST, "TA AP
V A25 » DGTA»UI 0 ¢ BASAY } ivigbfavf

rot KMIHIE  i)e B=X-fibmmuw

R9. PENGATURANSIMPANG 1 nw' D"endallia), 1 IUAVAI ) ANLAS™>* * AV BUG-VJS
Alni mDAAKHHU i tviLKPAY A9 AKRAHKIC i -FKRIK)
RIO STATUSJALAN 3 >wW ¢ PRCI/Hv ) KASkarN Drs*
DATA KENDARAAN
KENDARAAN KE-1 KENDARAAN KE-2 KENDARAAN KE *3

VI. REGISTRASI KENDARAAN
Via. NOVOR TNKB °.
Vib *ARKA DASAR TNKB
1 hiAW 3 VK > itA%L « I tH « ivi'=R t FO™
Vic NOSTNK
V2 JENIS KENDARAAN-  ..av.»V.r

1 SFFFOI, 4 ssTv-yrir t AlpisIk': * kOLVI»>3 <« WALOXHANAPA! « piCKIA M "w* BKRA-"HCNIW n  IKAI"b-tlHtcl

-J nro" i QAAiELWC *vanpk® ‘I iiA" jAHUot 4sk'dHvoi » M\ s » IHW'WErrr. n KA=TA1

1 civli » CCr*™*, W Jwiivaijf il BLbUVAC... ‘A W IAHia/ +.«* r 1FMEP. K'ffT" b A

V2i. NOVOR RAAIGKA

V2b HOMOR MESIN

V2e CCMESIN
V3. PERUNTUKAN KENDARAAN to-- i*P

7 TRV 7 LUF 1 -'krdl * »0IAP $ PA-S*T» 11D K 1 'R.GIISfAAN. 1 vEK > 7

ARG WAXE; « ANIAT*AK'K; « Ji* -a'Am ‘e mQKANKERAORAN » tNUALAANPWERC w «JO» LVAIOkVIIG
A ALAT KESELAMATAN, W ,, 0w - *fiiv J . 1 ' ' 1

M WVE,>G.GAU J 1AV e j  SPELKFESILAVATANCIOEP*N <« bAB-4Kb*Yi*UAI, JAIMHHIOMK.. i KWRSIkSHMKTASAMII

*a S-MiNv \ » ' 3 ALV SMKSIWEUIXCCAATL « PCTXkicn
VSKERUSAKAHFKOHIDISIAWAL) J . .

1V 7 J'HIV J AWO- » «SIN J FYA  t LAVU i DAVOUiti-L i BIEANLEaH » ra"-an if Aasw;h 1 GijiR/»"5yx.'

PERGERAKAN



KOIOARAAN KE * 1
V«. PERGERAKAN KENDARAAN
VS». SEBELUM TABRAKAN : rf

VSb. SETELAH TABRAKA»J

AGIANKOTESSBELUU TABRAKAN

t UISDIR S M-LAVe'Y.-BcRVENT » MASL- KEPCSISIPAiMiR

1 FASKR | GWAISRGFRIck- 18 MPMAWMALRARPCXS cIPARN™
| ket>; ’ gEswx-L* Baoi; « GEPANMME<XYAR

4 | RIDAHJJJR 1} LjRISALANSORAA

ACUAN KOOCMATA AHGW

J 1l

- 0

V7 7IT)K TABRAKAN/RUSAK ‘e N wyiftnsn>

i DEPAN 2 B6LVAV3 1 SIskkifil < SISUANAS 5 SICUT KiRIGPN

}
V8. KEDUOUKAN AKHiP KEKOARAAN;

1 fiOKUAL DIAAS RODA 7 TFPGEURIG ASiKiKiniAIAR

V9. KERUSAKAN KHUSUS 1 TcPEAWfi

Vto. PANJANG JEJAK REM: s*E"eR

Vitl. AM6KA KILOMETER (Odomwif)

DATA PENGEVLDI PENGEIUOI KENDARAAN KE-1
DI. NAMA

02 JENIS KELAMIN 1 LAG-AKI i PLIVLIPIAN
D3. AGAMA . iidkoniA;ifVIK?]tiBIVK«;

QiisiAA  [TKASTS]  [TIkathd k [TI3USHA  [*KKNOlua
D4.TANGGAUAH<RyUUUR 6L HN HN
05. NO.KTP/PASPORT.

06. KEBANGSAAN:
07. NOSIM:
07i. TANGGAL OtTKASNKAN
D7b. LAMA PENGALAMAN MENGEMUDI: IATIUN
08. GOLONGAN SiM e
1 T8NPASW 2A 33 402 J1C <o 7 NT(RINASIGNAL

09. TINGKAT LUKA

"ND 2B 1IR 47

OlI0O PENGGUNAAN ALAT KESELAMATAN  «

5 SLDUT KAMN-CP\

3 TRIB«'VrLiSI"ASA "4 *tas

? MASJIK JURANG

KENDARAAN KE « 2

iBIVIW KW M/& AA

«. AKA-

ACUAN KOOE SffEUW TABfiAKM
a 9ERG'.MHGI>EVA'W

b SRiijiAAMR

¢ SERFUIARARAHjAM

d SEPP/TARfe?i AK AMP JAM

¢ SUOUT KAIANSENUVAG |

TEPbA4AP 5 VUUUKJIIPJIT,

NtIER

PENGEMUDI KENDARAANKE-2

.« YV-IA. 2 PHIVFUAN
Ti i »K
1A-uf-
1 AWLW 3 31UWLM « S2UMIM
Cw) B roo<

|T[ sanuk Kisem*MKu JnELMiN [T Heuomnozas  pLaupuscraLa A SABIK KISEIAUATAM TiLiAA DKIVAAN
0il. PENGEMUDI DIPENGARUHI OBAT/ALKOHOL
D12. PERILAKU PENGEMUDI: irn s
T jy>i-KPAATIFTAS LAN 7 VEWCACAK UEAMKCGCPATVJ U SAiL.AHPOSISP*2y:ir>

2 SAIAHISYATAT t :ERCBOHSAAT MfkVAIIP U ME4'OBA<ANAPHIL

3 3A3AL MEMBER"*240 t  CEROBOH ThC LALIN 0« DEPA74 18 MENGiaAi-UkH ATURAN IAJUR

4 TERTCL-R/KELE"HAN 8 CyceOHIAAT 8ELOK i MELA/APAL* EA'AS n'Ct=»ATAi«’ n
> MEJGGUT4AMI4 HVAD f'-iO rf 1 LALA: saat MMN3I'2 17 CEROBOH ATURAN JAJJR

i U=*40."*/; 12 VIVi'Al P DITIKWIGAK

D13. MACAM PELANGGARAN

D14. PEKERJAAN ialv j

i | <TFCIR 3 FHARMN/SSAA *SRV i SRAN

D5 FENDIDKAN AT by

mfno ra'lanpo isi

1 WR™ASIA 7 FETAdBRIH

SUEXT CPJ BEAANG

KENDARAAN KE-3

i 'eCtPAK
T *>AIG
9 -(EKIRI

h <EKy\M*.

SKrtu PcrgeriKan S«iftsh Tabrtkan (Huivf) din Titlk Tibflhm | Ruiak /AmgAt®

t*

» LESHSAIL TITK

TEPIBjTawC RCCAJATAS

1 TFKWVKAR 2 IURAfIG

METER

PENGEMUDI KENDARAAN KE>3

b LACALAT ? PfcSEU»JAN

HV. -ilK H*a4

14HIN

n VAIKCNPSDIP.O'MT

[7] Ticax Mokoe ukaaak LM

Tf UEMOTOfJIOSETE>i: WEIfi'A.IP
20 MENGASAH'V4 HAAffiU OA24 MARKA
7L GA3AL MEMJAGA JARAr AVM<

MaJGAEAIKA,N HAK JA*. JR 7E W.AN kAKI

1 If. RIUATA>GS NON GV

DATA
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DATA KORBAN PENUMPANG

YANG MENINGGALH'RLUKA PENUMPANG - i PENUMPANG»?
PSL NAMA’
PS2 JENIS KaAMIN CAdLE Y IKEOWH W CLAiAG T
PS3. AGAMA: :SA* owam
L) 0 [TipitISTFA,  [T]kATHwk OJIMfiU  jTIsiIC-IA
PSA UMR A-Ji- 1A
PS5, NO KTP/PASPORT
RS6. KEBANGSAAN .
RS7 PENUMPANG KEND. NO
PS8. PaAj'AR s Dy, TifAK
PS3 TINGKAT LUKA . 1m 2P 1M 2P ) U

PSIO. PENGGUNAAN ALAT
keselamatan e

1 [jl-iLaisfi OJHew)f-HW [~ sahiukisiiava'an  [7 «LKSIKI-Sf 'AMAR AAK
1
PS1V PEKERJAAN.
< M\ 2 m 2 -MA-AYMAhASaAA 4 SLili- S KARVAMN «
PS12. PENOIDIKA/4 :  X(<sxunvor KaEJV;,
1 To 7 1 SVA 1Fi i Sl s SIIs3

PS13. PERILAKU PENUMPANG |

Pwiii’j yang o WO Al
QIPtNXIKAKIEAOiRi Frttecasaupnunns [T) At i it R DHAN M1
DATAKORBAN PEJAUN PEJALAN KAKI t LAINNYA» 1 PEJALAN KAK! ILAINNYA-2
KAKU KORBAN LAINNYA
PDF NAVA

PD2. JENIS KaAMIN IAVHAK ; r-iTCurjAu | LAHIUK 7 r;j;DAruA™

P03 AGAMA: 'Ly»! *'ije- lact 45}

Q!S.am A kksten QJkap?li< P IksCl [‘PUDHA TIKMAOH|CU

PD4. UMR = TAIlN

PO5. NO. KTPI PASPCTT

PD6 KEBANGSAAN:

PD7. OTTABRAK KENDARAAN NO. :

POe PELA'AR: W
PD. TINGKAT LUKA CH

PO10. PERGERAKAN PEJALAN KAKI
vrgir m*

A< YA iUsA

7m s H 1w 2iH 31K

* 1 efRi. VANSPPANI.VIGPIPKITSAV.NJIAIAN
7 0eR3IRaiPFRK=RAIANIA.A)

3 URNYESTH V.00 >fVe\c W TEMP>Ar
4 PFRTiIWR.IAIANN.TfiOTW

MEAVAHA

PENUMPANG-3
b LAKWI L KFKIA 1AL
IA-
»A >,
1M ;U >IN

{T].<AM KKF*ALANaTA! TIDAK DGYAMA"

T VIAN W.KIK

[7] Mk cisgius UPaNKFOVE O«

PEJALAN KAK!/ LAINNYA -3

1 7 PENiWAIVWA
AN
YA LA
‘MC 2 13 3 K

5 mRN'FFRAUGO! PPKYEBRIWAN
10 AMH WA

PENUMPANG-4
1)AIAL 7 "R=MP)AH
b FAK

1K 71D 3Un

[Tneaxuenomvsaniay

IAH2.VKY.v-1fcM 1CPKN

1

PEJALAN KAKI f LAINNYA-4

u PEPOVA-AU

TNva<

e

I M 73 3 IR

7 USARINAN
i V-PMUH rd IAAN

1
P011. PEKERIAAN : <rarV2>'
1 PNS 2 INUPCIR- J Pfl ajak ' VOVIISW» 1 SPIR i KApy/tmn t WHALVAS'A I ILIAMIBIKUN 1 IBJRUWIHTAfiaA*ASNVRUN-
PD12- PENDIDIKAN
.U 2 slp 3 SVA * 03 isl t Si-S)
DATA KERUSAKAN DAN KERUGIAN MATERIAL
ORPL. KERUSAKAN «ATtRIAUINFRASTRUKTUR:
1 PMOP < KRB r KE&J. li KIANICFRAARAN % ROMT"PFTN «H. TF « P*N"JAM/No “'WTAPr 4Por WM
2 FOP i 1 "Uva JAWN " AN 7 r PYIWANMAL » AAPTAEIUAANJAIATI
J ¢ SSMNo V' IWHIAV-V RVBPPEXIGAS Wk li IAYGUSTMY ij PAMBL fif:neK-A 2 FHEA aARKTAY

PRP2a  PERKIRAAN NILAI RUGI MATERIAL KEHOARAAN' Rp
PRP2b. PERKIRAAN NILAI RUGI MATERIAL NON KENDARAAN: - Rp

KODE



KODE

01

02

03

PELAKU DAN OBYEK
PASAL PELANGGARAN

KODE

SETIAP ORANG; Pasat 27S ayat(1) jo
Pasal 28 avat(2).

SETIAP PENGGUNA JALAN; Pasal 282 a
;0 Pasal 104 ayal<3).

SETIAP PENGEMUOMpcngomudi
semua ienis kendaraan bermotor)

Tidak bawa SIM; Pasal 28C ayal (2 jo
Pasal 106 ayal(5)b

04

o

3]

Tidak mem»likl SIM. Pasal 281 to Pasal 77 d
ayal(l).

STNK, atau STCK ttdak San Pasal 288 0
ayatil) )o Pasat 106 ayal{5)a.

TNKB tidak Sah' Pasal 280 jo Pasa! 68 05
ayat(l).

Memasang PeiiengKapan yang dapai 96
membahayakan keselamatan, Pasa; 279

jO Pasa! 56.

Sabuk Keselamatan; Pasal 289 jo Pasai a
106 ayal(5)

Lampu Utama Malam Han Pasal 293 b
ayaU1l)jo Pasa! 107 ayat(1)

Cara Penggandengan dan Penen”poian c
dengan kendaraan lain Pasal 287 aya[(6)

jo Pasal 106 ayai(4)h

Ranmor tanpa ruman-runtah selam d
sepeda motor Pasal 290 jc Pasal 106

ayat(7)

Gerakan Lalu Lintas; Pasal 287 ayat(3) jo c
Pasal 106 ayat(4)e

Keccoatar Maksimurn dan Mimmum f
Pasat 287 ayat(5>jo Pasal 106 ayatl4>e

atau Pasal 115a

Membelok atau Berbalik aiah. Pasai 294 g
lo Pasa'. 112 ayal<1).

Berpindah lajur atau bergerak le h
samping. Pasal 296 jo Pasal 112 ayal(2).
Melanggar Rambu atau Marka; Pasal 287 .
aval(1}jo Pasal 106 ayat(4)a dan Pasal

106 ayat{4)b

Melanggar Apnil (traftic light), Pasa 287

ayat{2) jo Pasal 106 ayatMjc

Mengemud' tidak wajar; Frasai 283 jo 07
Pasat 105 ayat(l).

DI Perlintasan Kereta Api Pasai 296 jo 08
Pasal 114a

Berhenti datam kendaraan clarurai. Pasal a
296 jo Pasal 121 ayatfl)

Hak Ulama Kendaraan tertentu; Pasal b

287 ayat{5) jo Pasal 59 dan Pasat 106
3yat(4)fjo Pasal 134 dan Pasai 135

Hak pejalan kaki atau sepeda Pasal 284
Paefti 1nn

o
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PELAKU DAN OBYEK
PELANGGARAN

KODE

PENGEMUDI RANMOR RODA 4 ATAU d
LEBIH

Perlengkapan Ranmor; Pasal 278 jc
Pasal 57 ayat(3)

Sabuk Keselamatan, Pasal 209 jo Pasal a
106 avai(6).

Ranmor lanpa rumah rumah. Pasal 290 jo b
Pasal 106 ayat(7).

Persyaratan tekms Pasal 285 ayatl2) jo
Pasal 106 ayal(3>]0 ~asal 43 ayat(2)

09

10

Persyaratan Laik Jalan. Pasal 286 jo 11

Pasal 106 ayat(3) jo Pasai 48 ayaU3)

PENUMPANG KENDARAAN a
BERMOTOR YANG DUDUK

OISAMPING PENGEMUDI (Sabck
Keselarnatan); Pasai 289 jo Pasa' 106

PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR UMUM ANGKUTAN
ORANG

Buku Uji; Pasal 285 3yat(3) jo Pasal 106 c
ayaUSjc

lidak Singgah di terminal sesuat izin
trayek. Pasal 276 jo Pasai 36.

o

a

Tanpa izin dalam trayek; Pasal 308a jo d
Pasal 173 ayat(1 ta

Tanpa lzin tidak dalam trayek Pasal 308b 12

JO Pasal 173 ayat(l)b

irin trayek menyimparig. Pasa' 308c jo
Pasal 173.

Pengguna jalur atau lajur; Pasal 300a jo
Pasal 124 ayat(l>c

Turun naik penumpang Tidak berheni;
Pasal 300b jo Pasal 124 ayat(1 )d.

Mengetam. Mer~aikan./turunkan
penumpang trctak di halte, melanggar jalur
irayek. Pasal 302 jo Pasai i26

Pintu tidak ditul-Jp’ Pasai 300c jc Pasa’
174e

lzu\ kr.usus disalahgunakan, Pascal 3()4 jo
Pasal 153 avat{1)

PENGEMUDI BUS; Pasal! 288 ayat(3) io
Pasal w'06 ayat(S>c

PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG

Buku Uji; Pasal 288 aval{3) jo Pasal 106
ayat(5jc
Jaringan Jalan Pasa! 30i jo Peaal 125

Mengangkut orang, Pasat 303 jo Pasal
I'i? « h I

PELAKU DAN OBYEK
PELANGGARAN

Surat muatan / aokumen perjalanan,
Pasal 306 ;o Pasal 168 ayat{1).
PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM
BARANG

Tala cara pemuatan barang. Pasal 307 ;0
Pasal 169 ayatn)

Buku Uji; Pasal 288 ayat(3)jo Pasat 106
ayat(5)c

PENGEMUDI YANG MENGANGKUT
BARANG KHUSUS (Persyaratan
Keselamatan dan Keamanan); Pasai
305 JOPasai 162 ayat(i) a, b .c ,d dan e
atau f

PENGENDARA SEPEDA MOTOR

Lampu Pasat 293 ayal(2.) jo Pa®al 107
ayat(2j

Helm Standard. Pasal 2Q1 ayatn jio
Pasat 106 ayat(8).

Helm Penumpang: Pasal 291 ayat(2j jo
Pasal 106 ayauej
Muatan. Pasal 292 jo Pasal 106 ayat(9).

Persyaratan teknis dan baik jalan; Pasai
285 ayat( 1}\o Pasal 106 ayal(3). dan
Pasal 48 ayat(2) dar> ayat(3)

PENGENDARA KENDARAAN TIDAK
BERMOTOR; Pasal 290 )c Pasal 122 a.
b, dan ¢

LAPORAN KECELAKAAN



LAPORAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENONJOL

KEJADIAN LAKA | DILAPORKAN DITERIMA MABES POLRI
Hari/TolMam; f f IHan7Tal/l": i s I Hari/Ttf/Jam i i
Cuaca: 1. cerah 2. Hujsn 3 KeM 4. ASap/Mu | Penairim Berita: ..o..oovvvvveeeeee e
Jalan Umum.....ooovnnn,
TKP Oesa/kaiT®UNG............... Kecamatan ...KabuNten/ Kodva....

SituasiJaian: saian LurusiT/ajnaan/Menvemei'./Peairipatan/Pertioam/Jembatan/LeMain; ....

Kondisi Jaian: Hotmix/Aspaibasai Tanah/Kerifol/Bertatu/Serpesir/Aspal:BSrtm pur/Air/Mhvak/Lain-JaiN ... .cccceeeireiveieersereeieins sorerseisarsereens

KLASIFIKAS] 1 Kortiar. Massal 2, Korban TNI {AD/AU/AL)/Pdri 3. Korban VIP/WIP 4. Korban Orang Asing
KORBAN Jtimiah Kortan = ......... orang (MO=.......... (LB ... SLR= ) RugiMateriRp. .o
RANMON ! 1 i , RANTAKMOR
Jenis e s 1. Becak
) 2. Sepeda
KENDARAAN  Metis/TH 3. Deiriai'
No. Pol 4. Pejalan
Umum / Tidak Umum 5. Lain-iah....
PENGEMUDI 1 1 H v
Nama
Umuy;LK/PR ThLK/PR ThiLK/PR Th LK/PR TIiLK/PR
Alamat
PENGEMUDI
SIM {Gol; htc |
Status Tersangka/Saksi Tersangka / Saksi Tersangka / Saksi Tersangka / Ssi
MD/LB/LR/Lari
BENTUK 1. Tabrak Depan 2 Tabrak Beiaka?ig 3. Tabrak Menyudut 4. Tabrak Sisi ( Sice Swipe) 5 Lepas KendaMOut of contrc”)
LAKA a. Tabrak Lan b. Tabrak Massal G LAINATRIN. v
MODUS 1. Mendahului 2. Tdak Jaga Jarak 3. Kecepatan Tinggi 4 Melanggar Rambu / Marka 5. Mengantuk 6 Mabuk
OPERANDI 7 Kurang konsentrasi 8. Rem. Tdkberfungsi 9. Pecah Ban 10. SiatimKemuoi 't LaT il e
SINGKAT
KEJADIAN
Catatan
DIRLANTAS"KASAT LANTAS

Dalam Waktu i x 24 jam sudah odcihm
keDftiartasPoln- Fax (021) 7994616
(021)7990432

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1% Desember 2013



